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ABSTRAKSI

Muizzuddin, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
Juli 2012, peran politik muhammadiyah sebagai penyalur aspirasi politik bagi
warganya Tunggul Anshari, SH. MH.; Arif Zainuddin, SH. MHum.

Dalam penulisan skripsi ini dibahas peran politik muhammadiyah sebagai
penyalur aspirasi politik bagi warganya. Yang melatar belakangi hal ini adalah bahwa
indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas penghormatan setinggi-
tingginya terhadap Hak Asasi manusia,ciri khas dalam hal ini ada 4 yakni

e Pengakuan terhadap hak asasi manusia

e Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan
Pemerintahan berdasar undang?2
e Adanya peradilan administrasi

salah satu wujud pemenuhan HAM tersebut adalah lahirnya Undang-Undang
No 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan,dimana dalam undang-udang
tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban organisasi masyarakat terhadap
anggotanya,muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan selain berperan
dalam bidang agama,juga merasa perlu untuk ikut serta berperan terkait amanat
undang-undang tersebut,dimana perlunya menyampaikan aspirasi politik anggota
dalam kapasitasnya sebagai kelompok penekan dalam lembaga infrastruktur politik
indonesia.

Dalam upaya mengetahui peran politik serta hambatan yang dihadapi
muhammadiyah, maka metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah yuridis
sosiologis yaitu mengkaji permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan
melihat fakta secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara
deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada,
bahwa muhammadiyah dalam peranya sebagai penyampai aspirasi politik telah cukup
efektif,meski terkesan tidak konsisten sehubungan dengan platform gerakannya.

hambatan yang dihadapi muhammadiyah dalam melaksanakan perannya lebih
kepada beragamnya tafsiran oleh kadernya tentang konsep politik yang dirumuskan
muhammadiyah,disamping itu juga banyaknya kader muhammadiyah masih sulit
membedakan antara politik praktis dan politik kebangsaan.



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas disebutkan dalam
Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara
yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”'. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi
welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara,
sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, vyaitu;
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban
dunia”z,

Indonesia sendiri sebagai negara hukum bersifat demokratis (democratische
rechtstaat), yang diartikan bahwa proses penyelenggaraan Negara dan pembentukan hukum
berlangsung dengan partisipasi warga negara. Prinsip dasar tersebut kemudian dikenal
sebagai konsep demokrasi. Dalam konsep Negara hukum yang demokratis ini tercakup pula
prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Salah satu bentuk implementasi perlindungan terhadap HAM dalam konteks ini
adalah adanya UU No. 8 1985 tentang Organisasi Masyarakat atau biasa disebut Ormas
yang dibentuk untuk menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan
pendapat dengan lisan dan tulisan sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28,
Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Selanjutnya, guna mempermudah

pengimplementasiannya di lapangan, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

! Undang Undang dasar 1945,2007,Visimedia,hal 40
% Ibid,hal 2



1986. Oleh karenanya, dari sudut pandang regulasi, kehadiran ormas di tengah masyarakat
telah mendapat ruang yang cukup jelas. Jaminan konstitusional tersebut menunjukkan
bahwa Negara menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul untuk
melakukan kegiatan bersama, menyampaikan aspirasi atau untuk mencapai tujuan bersama,
tetapi tetap dalam tertib hukum negara.

Muhammadiyah sendiri sebagai organisasi masyarakat juga mempunyai peran dalam
fungsi kontrol terhadap negara,seperti kita ketahui bersama bahwa Muhammadiyah adalah
Salah satu organisasi terpenting di Indonesia sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan
sampai sekarang adalah Muhammadiyah. Organisasi ini pada awal berdirinya
menitikberatkan pada pembaharuan di bidang agama dan pendidikan Islam. Dalam

perkembangannya organisasi ini juga terlibat dalam politik yang berlangsung di Indonesia.

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330
H atau bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 di Yogyakarta. KH. Ahmad Dahlan
merupakan putra dari Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Mas Sulaiman, seorang ketib® dalam
Kesultanan Yogyakarta’. Semenjak kecil, KH.Ahmad Dahlan yang biasa dipanggil
Muhammad Darwis telah terbiasa dengan kehidupan keraton Yogyakarta. KH. Ahmad
Dahlan banyak belajar kepada ulama-ulama yang berada di Yogyakarta, dan pada tahun 1890
ayahnya mengirimnya ke Mekah untuk menunaikan haji. Perjalanan ke Mekah untuk kedua
kalinya ditempuh oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1903°. Di daerah inilah KH. Ahmad
Dahlan berkenalan dengan berbagai paham pembaruan dalam Islam, baik yang klasik
maupun modern. Paham pembaharuan klasik diusung oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad
bin Abdul Wahab, serta paham pembaruan modern yang dikenalkan oleh Jamaludin al
Afghani,Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Nama-nama tersebut, memiliki kontribusi
besar dalam perkembangan pola pikir KH. Ahmad Dahlan selanjutnya.

Pada perjalanan politik bangsa Indonesia akhir 1990-an menunjukkan kehidupan

politik sudah menimbulkan bencana bagi sektor sosial dan budaya. Untuk mengatasi

? Istilah Ketib diberikan oleh Keraton Yogyakarta bagi abdi dalem (pegawai) yang bertanggung jawab dalam
urusan keagamaan keraton
* Ahmad Najib Burhani.2010. Muhammadiyah Jawa. Jakarta: Wasat Publishing.hal.55
5 L
Ibid.hal.59



permasalahan yang multidimensi ini, Muhammadiyah mencoba untuk merefleksikan dan
mengimplementasikan konsep the high politic untuk menyingkirkan the low politic guna
merubah pola pikir dan sikap kehidupan bangsa. Muhammadiyah mengembangkan politik
dengan membendung hal-hal yang bersifat negatif dan mengarahkan kepada yang positif.

Dalam bahasa Muhammadiyah atau umat Islam dikenal dengan amar ma 'ruf nahi munkar®.

Amien Rais dan Muhammadiyah yang menggunakan politik adi luhung bersama
rakyat mencoba mendobrak gerbong reformasi untuk mengadakan perubahan kehidupan
politik bangsa Indonesia. Pada Mei 1998 akhirnya Orde Baru runtuh dan berganti dengan era
reformasi. Pada masa reformasi inilah mulai bermunculan partai politik sebagai akibat dari
kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan reformasi bagi semua orang untuk mendirikan
partai politik. Salah satu partai yang muncul itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang
didirikan oleh M. Amien Rais. Hadirnya partai ini sangat dekat dengan warga
Muhammadiyah karena tokoh partai ini adalah ketua PP Muhammadiyah, sehingga

hubungan antara keduanya sangat dekat walaupun bersifat informal.

Muhammadiyah telah memainkan beragam peran dan “lakon” dalam perjalanan
sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga menjadi hal yang menarik untuk mengetahui

bagaimana peran Muhammadiyah dalam menyalurkan aspirasi bagi anggotanya.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Peran Politik Muhammadiyah Sebagai Penyalur Aspirasi Politik Bagi
Anggotanya ?
2. Apa Saja Kendala Muhammadiyah Dalam Menyalurkan Aspirasi Politik bagi

Anggotanya ?

® Amien Rais, Membangun Pilitik Adiluhung. (Bandung : Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 104



C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui, menganalisis Peran Politik Muhammadiyah Sebagai Penyalur
Aspirasi Politik Bagi Anggotanya.
2. Untuk mengetahui, serta menemukan Kendala dan upaya Muhammadiyah Dalam

Menyalurkan Aspirasi Politik bagi Anggotanya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik
Sebagai tambahan kajian dan referensi tentang keberadaan muhammadiyah dalam

sejarah Ketatanegaraan Indonesia.

2. Manfaat Aplikatif
a. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam membentuk atau
menjalankan sistem Ketatanegaraan Indonesia;
b. Sebagai stimulant dan penambah wacana dalam konteks Hukum Tata Negara di

Indonesia;

E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing juga
terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pendekatan, dan sistematika
penelitian.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian-pengertian dan pendapat ahli yang
berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Yaitu mengenai tinjauan umum tentang negara hukum, tinjauan umum tentang



lembaga infrastruktur dan extrastruktur politik, tinjauan umum tentang organisasi
masyarakat, dan tinjauan tentang muhammadiyah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode
pendekatan, jenis dan sumber bahan penelitian, teknik memperoleh bahan
penelitian dan teknik analisis bahan penelitian

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan analisis-analisis yang dilakukan oleh
penulis. Yaitu mengenai gambaran umum tentang peran politik muhammadiyah
dalam serta hambatan-hambatan dalam melakukannya .

BAB V SARAN DAN PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan serta rekomendasi
atau saran yang diajukan peneliti seputar hasil dan pembahasan dalam penulisan

skripsi ini sebagai akhir penutup skripsi



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Negara Hukum.
a) Konsep Negara Hukum

Setelah UUD 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3
bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” dimana sebelumnya hanya tersirat
dan diatur dalam penjelasan UUD 1945. Atas ketentuan yang tegas di atas maka
setiap sikap kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus
berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian semua pejabat atau
alat-alat negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan
kekuasaannya. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi
dalam penyelenggaraan negara dengan kata lain yang memimpin dalam
penyelenggaraan negara adalah hukum, hal ini sesuai dengan prinsip “The Rule of

Law and not of Man™”’.

Istilah Negara hukum sendiri merupakan terjemahan dari Rechtstaat yang
popular di eropa Kontinental pada abad XIX yang bertujuan untuk menentang suatu

pemerintahan Absolutisme.

Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang Negara Hukum dikembangkan oleh
para filusuf besar Yunani Kuno seperti Plato[6] (429-347 s.M) dan Aristoteles®,(384-
322 s.M). Dalam bukunya Politikos yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya,

Plato (429-347 s.M) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin

7 Bahrul ulum,dinamika politik siyahah dalam sistem ketatanegaraan indonesia,skripsi tidak
diterbitkan,malang,fakultas hukum brawijaya,2011,hal 43

¥ Aristoteles (384-322 s.M) berasal dari Stageira. Ia adalah murid Plato (429-347 s.M). Aristoteles banyak
menghasilkan karya dalam bidang Filsafat, Logika, Polik, dan Hukum. Karyanya yang termasur dalam bidang
Filsafat Hukum adalah Ethica dan Politica



dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan;
pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk
tidak melalui jalan hukum’.

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322 s.M) adalah negara yang
berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan
merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga negaranya, dan
sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia
agar ia menjadsi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles (384-322 s.M) yang
memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil,
sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja'’.

Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang Negara Hukum lahir sebagai
perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul Scholten dalam
bukunya Verzamel Geschriften, deel I, tahun 1949, hlm. 383, dalam pembicaraan
Over den Rechtsstaat, istilah Negara Hukum itu berasal dari abad XIX, tetapi gagasan
tentang Negara Hukum itu tumbuh di Eropa sudah hidup dalam abad tujuh belas.
Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious
Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang
absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai Bill of Right 1689
(Great Britain), yang berisi hak dan kebebasan daripada kawula negara serta peraturan
penganti raja di Inggris“.

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan rechtstaats atau the

rule of law. Paham rechtstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa

° Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil, Grasindo, Jakarta, 2004,
hlm.36-37

' Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN FH UI dan Sinar
Bakti, 1988, hlm. 153.

0. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan
Masyarakat Di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm. 21.



Kontinental. Ide tentang rechtstaats mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat
dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja'>. Paham rechtstaats
dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant
(1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl". Sedangkan paham the rule of law mulai
dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya
Introduction to Study of The Law of The Constitution. Paham the rule of law
bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common law system'®. Konsepsi
Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya Methaphysiche
Ansfangsgrunde der Rechtslehre, mengemukakan mengenai konsep negara hukum
liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang
menempatkan fungsi recht pada staat, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak
individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai
pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal
dengan sebutan nachtwachkerstaats atau nachtwachterstaats'”.

Friedrich Julius Stahl (sarjana Jerman) dalam karyanya ; Staat and Rechtslehre
II, 1878 hlm. 137, mengkalimatkan pengertian Negara Hukum sebagai berikut :

Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga
daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus
menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana

lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan

12 padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, him. 30. bandingkan dengan
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya,
Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi
Negara, Bina [lmu, Surabaya, 1972.

" Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 57.

' Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-
prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan
Administrasi Negara, Bina [lmu, Surabaya, 1972, him. 72.

15 M. Tahir Azhary, Negara Hukum, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, him. 73-74



atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih
jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum,
bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa
tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara
Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya
cara dan untuk mewujudkannya'®.

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur rechtstaats
dalam arti klasik, yaitu”:

e Hak-hak asasi manusia

e Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu

e Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur);
e Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke
dua puluh di Nederland, menulis karangan tentang Negara Hukum (Over den
Rechtsstaats, 1935, lihat Verzamelde Gessriften deel I, hlm.382-394). Paul Scholten
menyebut dua ciri daripada Negara Hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas
dan kritis. Ciri yang utama daripada Negara Hukum ialah : “er is recht tegenover den
staat”, artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu
mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi :

e Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak diluar
wewenang negara
e Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-

undang, dengan peraturan umum.

'® O Notohadijdoyo,Op cit, hlm. 24
' Miriam Budiarjo, Op,cit., hlm. 57-58.
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Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi ; er is

8

Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas

hukum ialah adanyalg:

Hak-hak asasi manusia;

Pembagian kekuasaan;

Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan
peradilan pada undang-undang dan hukum;

Aturan dasar tentang peroporsionalitas (Verhaltnismassingkeit);

Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan)
kekuasaan umum;

Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;

Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang

b. Negara Hukum Indonesia

Dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menentukan dalam

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Mengandung arti bahwa segala perilaku yang ada dalam suatu negara, baik yang

dilakukan oleh pemerintah maupun yang diperintah (rakyat) harus berdasarkan atas

aturan-aturan hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hukum dijadikan

sebagai panglima dalam kehidupan bernegara.

Sebelum diamandemen, landasan yuridis negara hukum Indonesia hanya

tercantum dalam Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara,

yaitu : “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)”. Melalui

'® 0. Notohamidjojo, Op.cit., hlm. 25.

' A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaran Pemerintahan
Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu
Pelita I — Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990, hlm.312
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amandemen UUD 1945 yang meniadakan penjelasan, kemudian dimasukkan ke
dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum,
tanpa embel-embel Rechtsstaat. Menurut Moh. Mahfud. MD,(2007) perubahan tanpa
mencantumkan lagi kata Rechtsstaat di dalam kurung, harus diartikan bahwa negara
hukum Indonesia menerima asas kepastian hukum (titik berat pada Reechtsstaat)
sekaligus asas keadilan (titik berat pada The rule of law) dengan maksud memberi
tempat yang lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan tanpa dominasi kepastian
hukum.

Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan dalam konsep negara
hukum materil atau negara hukum dalam arti luas. Hal ini tampak pada rumusan
tujuan bernegara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Dasar lain yang
dapat dijadikan dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil
adalah dalam bagian Pasal-pasal UUD 1945, antara lain pada Bab XIV
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).

Dengan demikian secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum yg
dinamis (negara hukum materii). Artinya negara melalui penyelenggarannya dituntut
untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Momentum reformasi tahun 1998 yang diawali dengan tumbangnya orde baru,
kembali menegaskan bahwa hukum adalah panglima dalam kehidupan bernegara.
Bukan ekonomi atau politik sebagaimana yang diangung-agungkan pada era orde
baru. Sebagai panglima dalam kehidupan bernegara, hukum diharapkan mampu
mengakomodasi kepentingan warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras dan

golongan.
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Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam
konstitusi negara yakni UUD 1945 sebagai hukum dasar negara yang menempati
posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum (legal order) Indonesia.

Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 yang menumbangkan rezim orde baru,
telah membawa perubahan besar dalam bidang kehidupan politik dan hukum di
Indonesia. Dalam bidang politik, telah banyak bermunculan partai-partai politik dan
masyarakat diberikan kebebasan dalam membentuk dan memilih partai politik sesuai
dengan aspirasinya. Dalam bidang hukum, adanya amandemen UUD 1945 yang
dijadikan dasar untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan di
bawah UUD untuk mencapai tujuan negara.

B. Kajian Umum Tentang Lembaga Suprastruktur Politik dan Lembaga

Infrastruktur Politik

a. Sistem Politik Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan
berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum
termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan
keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan
mencapai tujuan nasional maka harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam
menyelenggarkan politik negara, yaitu keseluruhan penyelenggaraan politik dengan
memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta
segenap daya dan dana demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas

negara sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada

amandemen terhadap UUD 1945. amandemen terakhir atas UUD 1945 dilakukan
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pada tahun 2002. Perbandingan sistem politik Indonesiasebelum amandemen dan

sesudah amandemenUUD 1945 adalah sebagai berikut :

e Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu
berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan
oleh MPR, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil artinya

presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur
kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas,
dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. UUD 1945 juga mengatur hak

dan kewajiban warga negara.

Lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi
negara dan DPR. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan
tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet. Lembaga
yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai
lembaga kehakiman tertinggibersama badan-badan kehakiman lain yang

berada dibawahnya.

e Sistem Politik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amandemen UUD

1945 adalah sebagai berikut :

- bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah
republik. NKRI terbagi dalam 33 daerah provinsi dengan

menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung
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jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.

- kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya
dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak
bertanggung jawab pada parlemen, dan tidak dapat membubarkan
parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5 tahun dan
setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

- tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada
lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, presiden,
MK, KY dan MA.

- DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan
yang berada langsung dibawah presiden.

- kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR. Selain itu DPR
menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya
pemerintahan.DPR  tidak dapat dibubarkan oleh presiden beserta
kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden
kepada MPR.

b. Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik
Mengutip pendapat Prof. Soemantri, bahwa sistem politik adalah
kelembagaan dari hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara
suprastruktur dan infrastruktur politik. Dengan kata lain, sistem politik tersebut
menggambarkan hubungan antara dua lembaga yag ada didalam negara, yaitu

lembaga suprastruktur dan lembaga infrastruktur.



15

Supra struktur politik sering disebut sebagai bangunan atas politik atau
mesin politik resmi atau lembaga- lembaga pembuat keputusan politik yang sah,
lembaga-lembaga tersebut bertugas mengkonversi inputs yang terdiri dari
tuntutan, dukungan, dan sikap masa bodoh menjadi output yang berupa ganjaran,
deprivasi dan kebijakan-kebijakan. Lembaga-lembaga tersebut dapat diberi nama
yang berbeda-beda Montesquieu memberi nama lembaga legislatif, eksekutif, dan
yudikatif, dan kalau di Indonesia ditanbah dengan Insfektif. Sedangkan menurut
teori dikhotomi dikenal sebagai lembaga pembuat keputusan dan pembuat
pelaksana keputusan.

Infrastruktur politik sering disebut sebagai bangun bawah politik atau
mesin politik informal atau atau mesin politik masyarakat yang terdiri berbagai
kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan sosial, ekonomi, kesamaan tujuan,
serta kesamaan-kesamaan lainnya. Pengelompokan infrastruktur politik yang palig
nyata dalam kehidupan modern, misalnya :

e Partai Politik, merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-
anggotanya memiliki nilai, orientasi, dan cita-cita yang sama, dengan tujuan
mendapatkan kekuasaan politik dengan cara yang konstitusional, seperti
melalui pemilihan umum.

e Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang dibentuk dengan tujuan-tujuan
dalam bidang sosial, dan budaya, organisasi ini tidak melibatkan diri untuk
ikut serta dalam pemilihan umum.

o Kelompok Kepentingan (Interest Group), merupakan kelompok yang berusha
mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan
publik. Kelompok kepentangan tidak berusaha menguasai pengelolaan

pemerintahan secara langsung, kelompo ini tidak ikut dalam pemilihan umum.
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o Kelompok Penekan( Pressure Group) ,merupakan kelompok yang dapat
mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui
cara persuasi, propaganda, atu cara-cara lain yang dipandang lebih efektif.
Mereka antara lain, industriawan, dan asosiasi lainya.

o Kelompok Tokoh Masyarakat (Opinian Leaders), merupakan kelompok dari
tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh-tokoh agama, masyarakat adat, dan
budaya.

o Media Massa (Pers), yaitu media massa dalam arti sempit, yang meliputi surat
kabar, koran, majalah, tabloit, dan buletin-buletin pada kantor, maupun media
massa dalam arti luas, yang meliputi media cetak, audio, audio visual, dn
media elektronik.

Kelompok infrastruktur politik tersebut sangat penting artinya dalam
sisterm politik kkarena secara nyata merekalah yang menggerakkan sistem politik,
memberikan input, terlibat dalam proses politik, memberikan pendidikan politik,
mengartikulasikan kepentingan politik, melakukan sosialisasi politik, melakuakan
seleksi kepemimpinan politik, dan menyelesaikan sengketa politik yang terjadi
diantara berbagai fihak didalam dan diluar serta mempunyai daya ikat baik secara
ke dalam maupun ke luar.

Antara supra struktur politik dengan infra struktur politik terdapat
hubungan yang saling mempengaruhi sehingga menumbuhkan suasana kehidupan
politik yang serasi. Infra struktur politik memberikan masukan kepada supra
struktur politik. Sedangkan supra struktur politik memperhatikan masukan dan
menentukan kebijakan-kebijakn umum atau keputusan politik yang sah dan
mengikat semua pihak.

Suprastruktur Dan Infra Struktur Politik Di Indonesia
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Suprastruktur politik Indonesia yaitu lembaga negara yang formal, yang
keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara
Indonesia. Suprastruktur politik Indonesia terdiri atas lembaga eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Suprastruktur berkaitan dengan suasana kehidupan politik
negara. Suprastruktur disebut juga struktur politik pemerintahan dan negara, yang
berarti sebagai lembaga negara yang formal, yang keberadaannya diatur oleh
konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam suprastuktur politik terdapat
komponen-komponen, dimana komponen tersebut dalam hal kompekls yang
berhubungan tentang lembaga-lembaga negara, tugas, fungsi, dan hubungan
dengan lembaga negara lain.

Ada 3 Macam Suprastruktur Politik Indonesia adalah sebagai berikut.

e Lembaga Eksekutif.

e Lembaga Legislatif.

e Lembaga Yudikatif.

Berikut ini uraian tentang lembaga-lembaga negara yang termasuk
suprastruktur politik di indonesia.

e Presiden dan Wakil Presiden.

e Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

e Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

e Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

e Mahkamah Agung (MA).

e Mahkamah Konstitusi (MK).

e Komisi Yudisial (KY).

e Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
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Infra Struktur Politik

Infrastruktur politik adalah struktur politik kemasyarakatan. Infrastruktur
politik sering disebut socio-political sphere yang berarti suasana kehidupan politik
rakyat yang terdapat didalam masyarakat dan yang memberikan pengaruh
terhadap tugas-tugas lembaga-lembaga negara pemerintahan. Infrastruktur politik
indonesia adalah suasana kehidupan politik rakyat indonesia yag terdapat di dalam
masyarakat indonesia memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas lembaga negara
indonesia dalam menjalankan pemerintahan indonesia. Lima komponen yang
tergolong dalam infrastruktur kelompok kekuatan politik dalam masyarakat

sebagai berikut :

a) Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu
kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi,
nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk
memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya)
dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijakan mereka (Miriam
Budiarjo, 1986:160-161).

b) Kelompok Kepentingan (/nterest Group)

Ramlan Surbakti menjelaskan, bahwa kelompok kepentingan ialah
sejumlah orang yang memiliki sifat, sikap, kepercayaan, dan/atau tujuan yang
sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan.
Sebagai kelompok yang terorganisasi, kelompok kepentingan tidak hanya

memiliki sistem keanggotaan yang jelas, tetapi juga memiliki pola
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kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola
komunikasi baik ke dalam maupun ke luar organsiasizo.

Klasifikasi kelompok kepentingan terdapat berbagai tipe sesuai dengan
patokan yang digunakannya. Klasifikasi tersebut dapat dilihat dalam berbagai
patokan sebagai berikut:

e Kelompok kepentingan berdasarkan jenis kegiatannya
dikenal berbagai macam kelompok seperti profesi,
keagamaan, kegemaran, lingkungan hidup, kepemudaan
dan kewanitaan

e Kelompok kepentingan berdasarkan lingkungan
kepentingan yang diartikulasikannya dikenal adanya
kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingan
yang terbatas seperti petani, guru, buruh, tetapi ada
kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingan
dalam linkgup yang luas seperti bantuan hukum dan
lembaga konsumen.

e Kelompok kepentingan berdasarkan gaya dan metode
mengajukan kepentingan, dibedakan atas:

-  Kelompok kepentingan anomik, yaitu kelompok yang
identitasnya kurang jelas dan mengajukan kepentingan
secara spontan dan berorientasi pada tindakan segera
dengan cara demontrasi, pemogokan dan hura-hura

- Kelompok kepentingan non-asosiasi, yaitu kelompok

yang terbentuk apabila ada kepentingan yang sama untuk

20 Ramlan subakti,memahami ilmu politik,1992 hal 177
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diperjuangkan dan bersifat temporer. Setelah melakukan
kegiatan, kelompok ini langsung bubar dengan
sendirinya. Contohnya kelompok suku, ras, dan
kedaerahan. Cara yang ditempuh biasanya dengan
pendekatan informal.

- Kelompok kepentingan instituional, yaitu kelompok
kepentingan yang muncul dalam lembaga-lembaga
politik dan pemerintahan dengan tujuan untuk melayani
kepentingan sendiri

-  Kelompok kepentingan asosiasional, yaitu kelompok
kepentingan  yang secara  khusus berfungsi
mengartikulasikan kepentingan kelompok. Kelompok
kepentingan ini terorganisasi dengan baik dan selalu
menjalin hubungan antar anggota dan hubungan dengan
pemerintah. Contohnya Kamar Dagang dan Industri,
Serikat Pekerja, Himpunan Petani dan Ikatan Dokter.

c¢) Kelompok Penekan (Pressure Cgoups)

Kelompok penekan adalah kelompok yang melancarkan tekanan-
tekanan atas kekuasaan yang sedang berjalan, bertindak untuk mempengaruhi
kekuasaan, tetapi tidak langsung mengambil bagian dalam kekuasaan
(Maurice Duverger, 1984:119). Kelompok penekan berbeda dengan
kelompok kepentingan dalam hal cara dan sasaran, caranya dengan
memberikan tekanan dan sasarannya adalah agar tuntutannya terpenuhi

(Ramlan Surbakti, 1992:109).
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Pengelompokkan kelompok penekan menurut Maurice Duverger

(1984:122-128) dijelaskan sebagai berikut:

d)

Kelompok Penekan eksklusif dan Kelompok Penekan Parsial
Kelompok penekan yang eksklusif merupakan kelompok penekan
yang hanya mengambil tindakan dalam bidang politik dengan
memberikan tekanan atas kekuasaan politik. Sedangkan kelompok
penekan yang parsial, dimana kegiatan politik merupakan bagian dari
kegiatan keseluruhan.

Kelompok Penekan Swasta dan Kelompok Penekan Resmi

Kelompok penekan swasta merupakan kelompok penekan yang
berada di luar pemerintahan. Sebaliknya kelompok penekan resmi
berada di lingkungan pemerintahan dengan tujuan lembaga
pemerintahan yang memberikan tekanan akan diperhatikan
keberadaannya.

Kelompok Penekan Asing

Kelompok penekan asing berasal dari luar negeri yang memberikan
tekana tertentu pada suatu pemerintahan negara tertentu.

Media Massa

Media massa sangat berpengaruh dalam kehidupan politik. Pengaruh

media massa dapat berupa pembentukan opini masyarakat. Dengan opni

tersebut akan bergerak dan berjuang untuk mewujudkan apa yang menjadi

opininya.

Kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai macam media massa,

namun semuanya dalam dikategorikan dalam media massa cetak dan media

massa elektronik. Media massa cetak memiliki keunggulan dengan sajiannya
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yang lengkap dan ulasan yang komprehensif. Sedangkan media massa
eletronik memiliki keunggulan cepat dalam pemberitaan dan tampilan visual
yang lebih memberikan bobot pada apa yang diberitakan.

¢) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM sering disebut juga dengan organsasi non-pemerintah sebagai
terjemahan dari Non-Government Organization (NGO). LSM merupakan
organisasi bentukan masyarakat secara mandiri guna membantu masyarakat
dalam memecahkan problema hidupnya. Ciri utama LSM adalah
mengembangkan kemandirian dan membangun keswadayaan dalam
masyarakat (Zaim Saidi, 1995:9).

Dalam sejarah perkembangannya, David Korten membagi

perkembangan LSM dalam empat generasi sebagai berikut*':
LSM mengambil peran sebagai pelaku langsung dalam mengatasi persoalan
masyarakat. Pendekatan dalam generasi ini adalah derma yaitu dengan usaha
memenuhi sesuatu yang kurang dalam masyarakat. Fokus kegiatannya berupa
kegiatan amal untuk anggota masyarakat yang menyandang masalah sosial,
seperti anak yatim piatu, penderita cacat atau orang lanjut usia.

LSM berperan mengembangkan kemampuan masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam hal ini LSM bukan sebagai
pelaku langsung melainkan sebagai penggerak masyarakat. Fokus
kegiatannya adalah membantu masyarakat untuk mengenali dan mengatasi
akar masalah yang dihadapainya. Program-program yang ditawarkannya
seperti peningkatan pendapatan, industri kerajinan, pertanian, atau teknologi

tepat guna.

?! Zaim Saidi, Akuntansi untuk LSM dan partai politik,jakarta,penerbit airlangga,1995,hal 5-7
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LSM yang berpandangan, bahwa keadaan di tingkat lokal meurpakan
akibat dari masalah regional atau nasional. Masalah mikro dalam masyarakat
tidak dipisahkan dari politik pembangunan nasional. Perubahan secara
mendasar yang perlu dilakukan berupa perubahan struktural.

LSM sebagai gerakan masyarakat (people movement). LSM beruah
agar ada transformasi struktur sosial dalam masyarakat dis etiap sektor
pembangunan. Visi LSM dalam hal ini dalah terciptanya dunia baru yang
lebih baik, yang melibatkan semua penduduk dunia.

LSM biasanya memiliki kedekatan dengan masyarakat, sehingga apa
yang dilakukan oleh LSM memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam
masyarakat. Apa yang dilakukan oleh LSM sering dipercaya dibanding apa
yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, LSM yang sudah
memiliki kepercayaan di masyarakat akan mudah untuk menggerakkan
masyarakat dalam perilakuknya, termasuk dalam perilaku politiknya.

Dalam prakteknya terdapat LSM yang pro-pemerintah dan juga ada
LSM yang selalu memberikan kritik kepada pemerintah. Apabila dilihat dari
kegiatannya, ada LSM yang mengkhususkan diri dalam satu kegiatan tetapi

banyak juga yang memiliki banyak bidang kegiatan.

C. KAJIAN UMUM TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT

1.

Definisi Organisasi

a.

Organisasi Menurut Stoner
Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana

orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama.

b. Organisasi Menurut James D. Mooney
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Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai
tujuan bersama.
¢. Organisasi Menurut Chester I. Bernard
Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih.
2. Pengertian organisasi

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal

dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pengertian Pengorganisasian.

Seperti telah diuraikan sebelumnya tentang Manajemen, Pengorganisasian
adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian
didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan
tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil
pengorganisasian adalah struktur organisasi.

4. Pengertian Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja)
dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan
meninjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda
tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga
menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian
laporan.

5. Definisi Masyarakat

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan

sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran,

naluri, perasaan, keinginan dsb manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi
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dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang

berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

a) Arti Definisi / Pengertian Masyarakat

Berikut di bawah ini adalah beberapa pengertian masyarakat dari

beberapa ahli sosiologi dunia.

Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama
dan menghasilkan kebudayaan.

Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu
ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara
kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suau kenyataan objektif
pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.

Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan
manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup
lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta
melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia

tersebut.

b) Faktor-Faktor / Unsur-Unsur Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto alam masyarakat setidaknya memuat

unsur sebagai berikut ini :

e Berangotakan minimal dua orang.

e Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.

e Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia
baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan

antar anggota masyarakat.
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e Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta

keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.
c¢) Ciri/ Kriteria Masyarakat Yang Baik
Menurut Marion Levy diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi
agar sekumpolan manusia bisa dikatakan / disebut sebagai masyarakat.

e Ada sistem tindakan utama.

e Saling setia pada sistem tindakan utama.

e  Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota.

e Sebagian atan seluruh anggota baru didapat dari kelahiran / reproduksi
manusia.

6. Organisasi Masyarakat menurut Undang-Undang No 8 tahun 1985

Organisasi massa atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan
di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis.
Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas
dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama,

pendidikan, sosial.

Pasca reformasi tampak muncul banyak organiasi kemasyarakatan, "bak
jamur dimusim hujan", dalam hal ini penulis mengkaian dengan konstitusi Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 amandemen
keempat. Pasal mengenai Hak Asasi Manusia menjiwai ketetapan-ketepan Pasal 28
C tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28 E (2) tentang kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap seusai hati nurani, (2) hak berserikat,

berkumpul dan berpendapat. Pasal 28 F tentang hak berkomunikasi untuk
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mengembangkan pribadi & lingkungan. Sebelum UUD '45 diamandemen bolak-
balik, kita telah memiliki aturan tentang organisasi yang didirikan masyarakat atau
yang dewasa ini dikenal dengan NGO (Non Goverment Organization), yaitu

Undang-undang R.I Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Mari kita menelaah lebih dalam organisasi kemasyarakat dengan dasar

Undang-undang R.I Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Definisi organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam Pasal 1:

Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang
dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila.

Asas Ormas ditetapkan kembali dalam Pasal 2:

Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas

(asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara).

Didalam penjelasan Undang-undang ini menetapkan bahwa penetapan
Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah
berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di-

Pancasilakan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai

Tujuan Ormas sesuai kekhususannya diatur dalam Pasal 3:
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Kekhususan Ormas seperti yang ada saat ini, missal dalam bidang
lingkungan hidup (Walhi, Kalhi, dll), hukum (Bina Kesadaran Hukum Indonesia,
Ritka Annisa, LBH Apik), Agama (FPUB, Institut Dialog Antar Iman Di

Indonesia), Budaya, Kesehatan, dll.

Dijelaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau
lebih dari satu sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Mabha Esa.

Salah satu fungsi berdasar Pasal 5 d:

sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial
timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara
Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Harus memiliki AD/ART sesuai Pasal 7.

D. Kajian Umum Mengenai Organisasi Muhammadiyah.

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi keagamaan diindonesia yang
didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan,latar belakang didirikannya organisasi ini adalah
keprihatinan Kh Ahmad dahlan terhadap perilaku beragama dijawa yang melenceng jauh
dari ajaran islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW,perilaku melenceng
itu antara lain Bid’ah,Tahayul Khurafat,atas dasar itulah kemudian KH Ahmad dahlan
kemudian mendirikan Organisasi yang diberi nama Muhammadiyah yang artinya
pengikut Nabi Muhammad pada tanggal 18 Nopember 1912 M atau bertepatan dengan 8

Dzulhijah 1330 H.
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Perumusan tujuan Muhammadiyah dalam perkembangannya telah mengalami
beberapa kali perubahan. Pada masa awal berdiri, Muhammadiyah merumuskan
tujuannya pada tahun 1914 sebagai berikut :

e Menyebarkan pengajaran agama Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi
putera di dalam residensi Yogyakarta.

e Memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya.
Pada tahun 1921, tujuan Muhammadiyah diubah menjadi:

e Memajukan serta menggembirakan pelajaran dan pengajaran agama Islam dalam
kalangan sekutu-sekutunya.

e Memajukan serta menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam dalam
kalangan sekutu-sekutunya.

Mengenai asas Muhammadiyah, dari awal berdiri Muhammadiyah sudah
menggunakan asas Islam. Hal itu tercantum dalam anggaran dasar Muhammadiyah yang
menyebutkan tentang identitas dan asas Muhammadiyah yaitu:

e Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam yang mempunyai prinsip dakwah amar
ma’ruf nahi munkar dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah
e Muhammadiyah berasaskan Islam.

Demi mewujudkan cita-cita organisasi,muhammadiyah membetuk bidang-bidang
yang secara khusus melaksanakan program kerja yang ada dan diberi nama
majlis,diantaranya adalah® :

1) Majelis Tabligh
Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus memiliki rencana strategis untuk:
Meningkatkan kuantitas dan kualitas peran Muhammadiyah sebagai gerakan

dakwah kemasyarakatan yang berpengaruh langsung dalam menciptakan

*2 Struktur majlis muhammadiyah,muhammaiyah.co.id,(12 juli 2012
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masyarakat Islami sebagai perwujudan dari partisipasi aktif Muhammadiyah dalam

pembangunan umat dan bangsa untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk:

Meningkatkan kuantitas dan kualitas dakwah dalam segala dimensi
kehidupan sesuai dengan prinsip gerakan Muhammadiyah.

Meningkatkan mutu dan kompetensi mubaligh Muhammadiyah.
Memperluas jangkauan dakwah agar mampu menyentuh berbagai level
dan jenis kelompok masyarakat.

Mengembangkan dan menerapkan dakwah multimedia baik media lokal,
maupun media dengan muatan teknologi baru.

Melakukan evaluasi dan memperbaiki konsep dan implementasi proyek-
proyek dakwah Muhammadiyah, seperti dakwah jamaah, dakwah kultural
dan sebagainya, agar kembali berjalan secara efektif.

Mengembangkan metode dan praktek pembinaan kehidupan Islami dalam

masyarakat.

2) Majelis Tarjih dan Tajdid

Visi: Tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektifitas

kinerja Majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional,

modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas

Persyarikatan dan amal usaha.

Misi:

Mewujudkan landasan kerja Majelis yang mampu memberikan ruang
gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan;

Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis;
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Mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi
yang lebih memadai;

Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya
gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan
otoritatif;

Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan
kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman
baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman;

Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta

menyebarluaskannya melalui berbagai sarana publikasi.

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki rencana strategis untuk: Menghidupkan

tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan

pembaharuan yang kritis-dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam

menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan

pada umumnya sehinggan Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan

praksis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sangat

kompleks.

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas pokok:

Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran
Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.
Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai
prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.

Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran
Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang

sedang berkembang.
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Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman
Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi

bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.

3) Majelis Pendidikan Tinggi

Sebagai pelaksanaan dari geras besar program bidang pendidikan, maka

bersama-sama Majelis Dikdasmen, Majelis Dikti memiliki tugas untuk:

Membngaun cetak biru (blue print) pendidikan Muhammadiyah untuk
menjawab ketertinggalan pendidikan Muhammadiyah selama ini, dan
sebagai langkah antisipasi bagi masa depan pendidikan yang lebih
kompleks.

Menegaskan posisi dan implementasi nilai Islam, Kemuhammadiyahan,
dan kaderisasi dalam seluruh sistem pendidikan Muhammadiyah.
Mempercepat proses pengembangan institusi pendidikan Muhammadiyah
sebagai pusat keunggulan dengan menyusun standar mutu.

Menjadikan mutu sebagai tujuan utama bagi seluruh usaha pengembangan
amal usaha pendidikan Muhammadiyah.

Mengintegrasikan pengembangan amal usaha pendidikan Muhammadiyah
dengan program pengembangan masyarakat.

Menyusun sistem pendidikan Muhammadiyah yang berbasis Al-Qur’an
dan Sunnah.

Mengembangkan program-program penelitian dan pengembangan di
bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berbagai aspek
kehidupan yang penting dan strategis sebagai basis bagi pengambilan

kebijakan dan pengembangan kemajuan Persyarikatan.
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Mengembangkan jaringan dan kerjasama lembaga-lembaga serta pusat-

pusat penelitian dan pengembangan di lingkungan Persyarikatan.

4) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Visi: Tertatanya manajemen dan jaringan pendidikan yang efektif sebagai gerakan

Islam yang maju, profesional dan modern serta untuk meletakkan landasan yang

kokoh bagi peningkatan kualitas pendidikan Muhammadiyah.

Misi:

Menegakkan keyakinan Tauhid yang murni;

Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur’an dan As-
Sunnah;

Mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga dan
masyarakat;

Menjadikan lembaga pendidikan = Muhammadiyah sebagai pusat

pendidikan, dakwah dan pengkaderan.

Sebagai pelaksanaan dari garis besar program bidang pendidikan, maka

bersama-sama dengan Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Dikdasmen memiliki

tugas untuk:

Membngaun cetak biru (blue print) pendidikan Muhammadiyah untuk
menjawab ketertinggalan pendidikan Muhammadiyah selama ini, dan
sebagai langkah antisipasi bagi masa depan pendidikan yang lebih
kompleks.

Menegaskan posisi dan implementasi nilai Islam, Kemuhammadiyahan,
dan kaderisasi dalam seluruh sistem pendidikan Muhammadiyah.
Mempercepat proses pengembangan institusi pendidikan Muhammadiyah

sebagai pusat keunggulan dengan menyusun standar mutu.
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= Menjadikan mutu sebagai tujuan utama bagi seluruh usaha
pengembangan amal usaha pendidikan Muhammadiyah.
=  Mengintegrasikan pengembangan amal usaha pendidikan
Muhammadiyah dengan program pengembangan masyarakat.
* Menyusun sistem pendidikan Muhammadiyah yang berbasis Al-Qur’an
dan Sunnah.
5) Majelis Pendidikan Kader

Visi Majelis Pendidikan Kader adalah: Tertatanya manajemen Majelis dan
jaringan agar mampu dan efektif untuk menjadi badan pembantu pimpinan yang
maju, profesional, dan modern, serta untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi
peningkatan kualitas Majelis dan program perkaderan.

Rencana strategis bidang Kaderisasi adalah membangun kekuatan dan kualitas
pelaku gerakan serta peran dan ideologi gerakan Muhammadiyah dengan
mengoptimalkan sistem kaderisasi yang menyeluruh dan berorientasi ke masa
depan.

Berdasarkan garis besar program, MPK memiliki tugas-tugas antara lain
sebagai berikut:

= Meningkatkan kualitas perkaderan dalam segala aspek, meliputi materi,

pengelolaan, metode, strategi, dan orientasi perkaderan agar lebih relevan
dan kompatibel dengan kepentingan dan kebutuhan para kader.

= Meningkatkan kompetensi kader yang meliputi kompetensi akademis dan

intelektual, kompetensi keberagamaan, dan kompetensi sosial-
kemanusiaan guna menghadapi tantangan organisasi masa depan.

= Melaksanakan transformasi kader secara terarah dan kontinyu guna

memberi peluang bagi kader dalam mengaktualisasikan potensi dan
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kompetensinya di Muhammadiyah, serta memperluas akses ke berbagai
bidang dan profesi di luar Persyarikatan.

= Melakukan pemberdayaan AMM vyang terdiri dari tiga unsur, yaitu
anggota organisasi-organisasi otonom angkatan muda Muhammadiyah,
anggota keluarga warga Muhammadiyah dan pelajar / mahasiswa serta
lulusan lembaga pendidikan Muhammadiyah.

= Melaksanakan penguatan sekolah-sekolah kader Muhammadiyah seperti
Madrasah Muallimin / Muallimat Muhammadiyah, Pondok Hj. Nuriyah
Shabran, PUTM (Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah), Pondok
Pesantren Darul Arqgam Muhammadiyah, dan lain-lain dengan pengawasan
yang intensif.

e Melaksanakan pemantapan dan peningkatan pembinaan dan ideologi
gerakan di kalangan kader, pimpinan, dan anggota Persyarikatan sebagai
basis solidaritas dan kekuatan perjuangan dalam mewujudkan tujuan
Muhammadiyah.

6) Majelis Pembina Kesehatan Umum
Visi Majelis Pendidikan Kader adalah: Tertatanya manajemen Majelis dan
jaringan agar mampu dan efektif untuk menjadi badan pembantu pimpinan yang
maju, profesional, dan modern, serta untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi
peningkatan kualitas Majelis dan program perkaderan.
Rencana strategis bidang Kaderisasi adalah membangun kekuatan dan kualitas
pelaku gerakan serta peran dan ideologi gerakan Muhammadiyah dengan
mengoptimalkan sistem kaderisasi yang menyeluruh dan berorientasi ke masa

depan.
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Berdasarkan garis besar program, MPK memiliki tugas-tugas antara lain sebagai
berikut:

= Meningkatkan kualitas perkaderan dalam segala aspek, meliputi materi,
pengelolaan, metode, strategi, dan orientasi perkaderan agar lebih relevan
dan kompatibel dengan kepentingan dan kebutuhan para kader.

* Meningkatkan kompetensi kader yang meliputi kompetensi akademis dan
intelektual, kompetensi keberagamaan, dan kompetensi sosial-
kemanusiaan guna menghadapi tantangan organisasi masa depan.

= Melaksanakan transformasi kader secara terarah dan kontinyu guna
memberi peluang bagi kader dalam mengaktualisasikan potensi dan
kompetensinya di Muhammadiyah, serta memperluas akses ke berbagai
bidang dan profesi di luar Persyarikatan.

= Melakukan pemberdayaan AMM yang terdiri dari tiga unsur, yaitu
anggota organisasi-organisasi otonom angkatan muda Muhammadiyah,
anggota keluarga warga Muhammadiyah dan pelajar / mahasiswa serta
lulusan lembaga pendidikan Muhammadiyah.

= Melaksanakan penguatan sekolah-sekolah kader Muhammadiyah seperti
Madrasah Muallimin / Muallimat Muhammadiyah, Pondok Hj. Nuriyah
Shabran, PUTM (Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah), Pondok
Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, dan lain-lain dengan
pengawasan yang intensif.

e Melaksanakan pemantapan dan peningkatan pembinaan dan ideologi
gerakan di kalangan kader, pimpinan, dan anggota Persyarikatan sebagai
basis solidaritas dan kekuatan perjuangan dalam mewujudkan tujuan

Muhammadiyah.
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7) Majelis Pemberdayaan Masyarakat

MPM adalah “produk baru” sebagai hasil keputusan Muktamar ke-45 di

Malang tahun 2005.

Visi: “Tertatanya kapasitas organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan

masyarakat yang mampu meletakkan landasan yang kokoh bagi perintisan dan

pengembangan kegiatan pemberdayaan serta mendorong proses transformasi sosial

dalam masyarakat”.

Misi: 1. Menegakkan keyakinan tauhid sosial sebagai spirit aktivitas-aktivitas

pemberdayaan masyarakat; 2. Mewujudkan proses transformasi sosial yang

mencakup perubahan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas-tugas antara

lain sebagai berikut:

Membuat prioritas penanganan masalah dalam memberikan pelayanan
kesejahteraan masyarakat berdsarkan kebutuhan masyarakat.
Mengembangkan alternatif-alternatif baru program pengembangan
masyarakat untuk berbagai level dan jenis kelompok masyarakat.
Mengintegrasikan kerja Persyarikatan dan Amal Usaha dalam program
pengembangan masyarakat.

Mengembangkan model-model pemberdayaan masyarakat untuk
komunitas buruh, tani, nelayan, dan kaum marjinal di perkotaan maupun
pedesaan.

Meningkatkan dan memperluas jangkauan program pemberdayaan
masyarakat di lingkungan komunitas petani, buruh, nelayan, dan mereka

yang mengalami marjinalisasi sosial perkotaan maupun pedesaan.
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e Madukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan
dakwah yang membawa kemajuan.
8) Majelis Wakaf dan Kehartabendaan

Rencana strategis bidang Wakaf, ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadagah), dan
Pemberdayaan Ekonom adalah: Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang
berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan
kebodohan pada masyarakat bawah melalui berbagai program yang dikembangkan
Muhammadiyah.

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas pokok antara
lain:

» Peningkatan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadagah) dan
akuntabilitasnya sehingga menjadi penyangga kekuatan gerakan
pemberdayaan umat.

= Peningkatan mutu pengelolaan wakaf dan perkuasan gerakan sertifikasi
tanah-tanah wakaf di lingkungan Persyarikatan.

= Pengembangan bentuk wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf
produktif.

9) Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
Visi: Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai
benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan pada masyarakat
bawah.
Misi:
e Mengupayakan pembangunan ekonomi rakyat Indonesia khususnya keluarga

besar Muhammadiyah;
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Mengurangi problem kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan pada

masyarakat melalui peningkatankehidupan sosial ekonomi ummat yang

berkualitas;

Menjadi pelopor, motivator dan atau katalisator pembaharuan/perubahan

pembangunan ekonomi rakyat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas pokok antara

Menciptakan cetak biru (blue print) pengembangan ekonomi sebagai usaha
untuk mengevaluasi dan merancang program pemberdayaan ekonomi
ummat yang efektif.

Mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang didasarkan atas
kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandirian ekonomi ummat.
Menegaskan keberpihakan Muhammadiyah terhadap usaha-usaha ekonomi
dalam membangun kekuatan masyarakat kecil (akar rumput) yang dhu’afa
dan mustadh’afin melalui kegiatan-kegiatan ekonomi alternatif.
Mengupayakan terlaksananya ekonomi syariah yang lebih kuat,

terorganisasi dan tersistem.

10) Majelis Pustaka dan Informasi

lain:

Berdasarkan garis besar program, majelis ini mempunyai tugas pokok antara

Mengoptimalkan pemanfaatan multimedia dan teknologi informasi untuk
menopang aktivitas Persyarikatan meliputi media elektronik, dalam hal ini
radio dan televisi, media internet dan mobile devices, media cetak, dan

lain-lain.
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= Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang berfungsi
untuk pengembangan pengetahuan dan informasi warga Persyarikatan dan
masyarakat luas.
= Melaksanakan pelatihan pustakawan dan public relations dalam
menunjang pelayanan dan fungsi-fungsi tugas Persyarikatan.
= Meningkatkan pelayanan publikasi baik yang bersifat cetak maupun
elektronik sebagai bagian penting dalam pengembangan syi’ar
Persyarikatan.
11) Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
Berdasarkan garis besar program, majelis ini mempunyai tugas pokok antara
lain:
e Melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang hak asasi manusia dan
demokrasi, termasuk lewat jalur pendidikan.
e Mengupayakan advokasi publik yang menyangkut kebijakan yang
bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak.
12) Majelis Pelayanan Sosial
13) Majelis Lingkungan Hidup
Berdasarkan garis besar program, majelis ini mempunyai tugas pokok antara
lain:
e Mengembangkan aktivitas pendidikan dan dakwah lingkungan yang
dimotori oleh majelis terkait, guna memberi pengertian tentang
pengelolaan lingkungan yang benar dan membangun kesadaran tentang

pentingnya kelestarian lingkungan hidup.
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Mendorong tumbuhnya kesadaran baru etika lingkungan di kalangan
masyarakat luas, termasuk dunia usaha, yang cenderung mengabaikan
etika lingkungan.

Melakukan kampanye sadar lingkungan secara luas bekerjasama dengan

berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta.

Disamping itu juga muhammadiyah membentuk lembaga-lembaga yang memiliki

tugas khusus diluar tugas dan fungsi majlis,antara lain *:

1) Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting

Lembaga ini di bentuk untuk melakukan penguatan kembali Ranting sebagai

basis

gerakan melalui proses penataan, pemantapan, peningkatan, dan

pengembangan ranting baru ke arah kemajuan dalam berbagai aspek gerakan

Muhammadiyah.

Tugas pokok LPCR antara lain:

Mengaktitkan kembali Ranting-Ranting yang mati atau setengah-
mati/stagnan

Mengefektifkan dan mengintensifkan fungsi Ranting sebagai pimpinan
yang membina anggota dan jama’ah

Membentuk Ranting-Ranting baru terutama di pedesaan dan pusat-pusat
kawasan kota besar

Menjadikan Ranting-Ranting tertentu yang memiliki infrastruktur dan
prasyarat/kondisi yang kondusif untuk pilot proyek/program Keluarga
Sakinah serta Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ)
Menghidupkan dan menyemarakkan pengajian-pengajian pimpinan dan

anggota dengan berbagai model alternatif

2 ibid
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Mengembangkan fungsi pelayanan crisis center untuk advokasi di tingkat
Ranting.

Menjadikan Ranting sebagai basis kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
pembentukan Islamic Civil Society

Meningkatkan konsolidasi, termasuk komunikasi dan jaringan intensif,
dengan seluruh organisasi otonom dan unit-unit kelembagaan di tingkat
Ranting.

Khusus dengan Aisyiyah perlu lebih mengembangkan sinergi yang solid
dan memberikan peran yang lebih signifikan karena organisasi otonom
khusus ini memiliki basis kegiatan yang kuat dan cukup intensif yang
berhubungan langsung dengan masyarakat di bawah.

Menyiapkan dan mengusahakan kader Muhammadiyah untuk menempati
posisi-posisi dan peran-peran penting serta strategis dalam kiprah
kemasyarakatan di wilayah/kawasan Ranting setempat seperti menjadi
Ketua RT, kelompok-kelompok sosial, organisasi kepemudaan, kelompok
tani, dan sebagainya.

Membangun / menyediakan / melengkapi perkantoran/gedung Ranting
yang bersifat serbaguna dan menjadi pusat gerakan Muhammadiyah,
sekaligus pusat pelayanan masyarakat, termasuk pemasangan papan nama.
Selain mengelola amal usaha Ranting, perlu meningkatkan sinergi dan
kerjasama dengan amal usaha yang berada di lingkungan Ranting
Muhammadiyah setempat.

Menyelenggarakan pengajian umum dan khusus sesuai dengan model yang
dikembangkan dalam Muhammadiyah secara terpadu/tersistem, intensif,

dan bersifat alternatif.
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e Melaksanakan Gerakan Jama’ah dan Dakwah Jama’ah minmal yang
bersifat terbatas, tidak harus ideal, yang mengikat Muhammadiyah dengan
masyarakat setempat.

e Menyebarluaskan tuntunan-tuntunan hidup beragama melalui media
buletin. brosur, dsb, dalam bahasa Indoneia atau daerah yang dikemas
dengan baik dan komunikatif.

e Memanfaatkan radio komunitas (radio Mentari) sebagai media informasi
dan silaturahmi/interaksi

e Membentuk jama’ah-jama’ah bina kesehatan, bina kesejahteraan, bina
pemberdayaan pendidikan, bina kerukunan sosial, dsb.

e Mengembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti di
bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi
mikro dan kecil yang terjangkau dan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dengan pendekatan GJDJ.

2) Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan

Tugas pokok LPPK antara lain:

= Menyusun dan memasyarakatkan sistem pengelolaan keuangan
Persyarikatan, Pembantu Pimpinan dan Amal Usahanya.

= Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Persyarikatan, Pembantu
Pimpinan dan Amal Usahanya.

= Melakukan kajian tentang sistem keuangan umum sebagai pertimbangan
bagi Pimpinan Persyarikatan dalam kebijakan keuangan.

3) Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Lembaga ini mempunyai tugas antara lain:



44

Memfasilitasi dan membantu kegiatan penelitian melalui kerjasama dan
pengembangan jaringan penelitian didalam dan luar negeri.

Medorong inovasi, kretivitas, dan penemuan program baru di bidang
IPTEK yang bermanfaat

Mendorong dan melaksanakan penelitian tentang muhammadiyah

4) Lembaga Penanggulangan Bencana

5) Lembaga Zakat, Infaq dan Shadagah

LAZISMUH bertugas membantu Pimpinan Persyarikatan dalam penerimaan,

penampungan dan penyaluran dana dari zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat

Islam dan warga Muhammadiyah.

6) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik

lain:

Berdasarkan garis besar program, Lembaga ini mempunyai tugas pokok antara

Mengembangkan lembaga khusus sebagai kelompok pemikir (think-tank)
yang bertugas melakukan kajian terus-menerus tentang berbagai isu
nasional serta kebijakan nasional yang menyangkut rakyat banyak.
Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam upaya penguatan masyarakat
sipil serta penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

Meneruskan gerakan antikorupsi dengan memanfaatkan kerjasama yang
telah dirintis selama ini.

Membangun jalinan yang sinergis dengan kader dan simpatisan
Muhammadiyah yang berada di lembaga legislatif, eksekutif, dan
yudikatif.

Meluaskan pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang selama ini

telah dikembangkan di berbagai Universitas Muhammadiyah bagi semua
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lembaga pendidikan milik Muhammadiyah, yang terarah pada
pembangunan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban.
Menyelenggarakan pendidikan kader politik dan menyusun panduan

tentang politik yang Islami.

7) Lembaga Seni Budaya dan Olahraga

lain:

Berdasarkan garis besar program, Lembaga ini mempunyai tugas pokok antara

Mengembangkan apresiasi kesenian, kesusastraan, dan pariwisata yang
Islami dan memberikan nuansa kehalusan budi dan spiritual Islami dalam
kehidupan warga Persyarikatan, umat, dan masyarakat luas.

Memproduksi film, buku, dan seni pertunjukan yang membawa pesan
kerisalahan dan peradaban Islami.

Melakukan kajian dan kritik terhadap praktik-praktik kesenian dan
berbagai publikasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma
ajaran Islami serta merusak akhlak dan peradaban manusia.

Meningkatkan pengadaan dan pengelolaan sarana, prasarana, pendidikan,
produksi, dan pengembangan seni-budaya di lingkungan persyarikatan.
Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan
seni-budaya Islami.

Memanfaatkan media massa cetak dan elektronik sebagai sarana dalam

pengembangan program seni budaya dalam Muhammadiyah.

8) Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional

lain:

Berdasarkan garis besar program, Lembaga ini mempunyai tugas pokok antara
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Mengembangkan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan
dengan berbagai instansi, baik pemerintah, maupun swasta, serta dalam
maupun luar negeri, untuk mendukung gerak Pesyarikatan.

Berperan aktif dalam upaya membangun tata dunia baru yang adil dan
berkeadaban.

Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun
luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam
guna mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang.

Mengefektifkan kerjasama dengan berbagai kalangan, baik dalam maupun
luar negeri, guna meningkatkan peran Muhammadiyah dan umat Islam
secara lebih luas sekaligus mengantisipasi segala bentuk pemojokan yang

merugikan Muhammadiyah dan umat Islam.

Ada pula Lembaga Otonom yang merupakan Merupakan pelaksana kebijakan

Muhammadiyah yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Badan Otonom

ini meliputi 24,

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Aisyiyah

Pemuda Muhammadiyah
Nasyiyatul Aisyiyah

Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Tapak Suci Putra Muhammadiyah

Hizbul Wathan.

Hingga saat ini muhamadiyah mendapat tempat tersendiri dihati masyarakat

karena sikap progresif para pengurus dan anggota lainnya, Hingga saat ini secara

2 ibid
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anggota Muhammadiyah.
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BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
akan dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis sosiologis, yaitu
mencari dan mengkaji fakta-fakta tentang peran politik Muhammadiyah dalam
menyalurkan aspirasi politik warganya, untuk kemudian menganalisis dan
mengkaji bagaimana peran Muhammadiyah secara organisasi dan individu
memberikan pengaruh dan warna terhadap dinamika Sistem Ketatanegaraan

Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Dalam rangka mengumpulkan data, maka diperlukan metode yang sesuai dan
tepat dengan tujuan pembahasan, sehingga akan lebih mudah dalam memperoleh
atau mengumpulkan data. Adapun metode pendekatan yang dipergunakan adalah
yuridis sosiologis, yaitu suatu upaya untuk memperoleh data empiris yang
dilakukan secara langsung melalui penelitian lapangan (field research). Data
empiris tersebut merupakan suatu penggambaran keadaan yang sedang
berlangsung melalui pencarian dan pengumpulan data-data untuk memperoleh
gambaran dan fakta-fakta yang jelas tentang kondisi suatu instansi.

Selanjutnya data empiris tersebut dihubungkan terhadap sebuah tinjauan
yuridis yakni berupa peraturan perundang-undangan adminstratif tentang
organisasi kemasyarakatan guna mencari kebenaran hukumnya. Jadi metode
pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji peran muhammadiyah dalam menyalurkan aspirasi politik

warganya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
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a. Jenis Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
1. Penelitian Langsung
b. Bahan Hukum Sekunder
1. Literatur;
2. Artikel dan Kutipan pendapat ahli;
3. Hasil-hasil penulisan [Imiah;
4. Media cetak.;
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
b. Sumber Bahan Hukum
1. Bahan Hukum Primer

Data Primer: data yang diambil dari subyek penelitian yang terkait
dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder diperoleh dari pusat dokumen
muhammadiyah, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan

Kota Malang, koleksi pribadi penulis, undang-undang dan internet.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Dalam hal ini peneliti memakai teknik wawancara terbuka,dimana
pewawancara dapat melakukan observasi jawaban jauh lebih dalam dan
leluasa karena tidak terikat pada satu struktur susunan tertentu.

b. Observasi
Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan
pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh
informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil
observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana

tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk
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memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab
pertanyaan penelitian,dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung

c. Dokumen

Penelusuran tentang dokumen penulis dapat dari situs resmi muhammadiyah

www.muhammadiyah.co.id.
5.  Definisi Konsep

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh KH
Ahmad dahlan untuk merespon berbagai masalah yang muncul di kalangan umat

islam, baik yang bersifat keagamaan, pendidikan, maupun politik.

Turut andilnya Muhammadiyah dalam dunia perpolitikan Indonesia
mengakibatkan Muhammadiyah memiliki goresan-goresan yang tidak terlepaskan
dalam bangunan ketatanegaraan Indonesia, walaupun memang secara oragnisasi
Muhammadiyah tidak menyatakan terlibat dengan politik aktif,namun
muhammadiyah mengizinkan anggotanya secara indifidu untuk terlibat dalam politik
praktis,sehingga dalam perjalanan waktu pengaruh muhammadiyah masih sangat kuat
terasa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga menjadi menarik untuk
kemudian mengetahui sejauh mana peran politik Muhammadiyah terhadap sistem
ketatanegaraan Indonesia. Untuk itu, diperlukan beberapa teori dan konsep untuk
menjadi pisau analisis melihat dari segala macam sudut pandang tentang peran

kepolitikan Muhammadiyah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Politik Muhammadiyah sebagai penyalur Aspirasi Politik bagi Anggotanya

1. Landasan Politik Muhammadiyah

a. Tinjauan Hukum

Indonesia adalah negara hukum dimana salah satu kriteria negara hukum
adalah adanya pengakuan terhadap Hak Asasi manusia, Negara Republik Indonesia
mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia
sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus
dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan,
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan, dimana poin-poin hak
yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak
memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak
mendapatkan keadilan wujud perlindungan itu sendiri telah jelas diamantkan dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan aturan perundang-undangan

dibawahnya.

Hak politik warga negara yang berprinsip kebebasan atau kemerdekaan
berserikat ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 (pra reformasi) yang berbunyi,
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28 asli ini sama
sekali belum memberikan jaminan konstitusional secara tegas dan langsung,
melainkan hanya menyatakan akan ditetapkan dengan undang-undang. Namun,

setelah reformasi, melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan
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konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang
menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat”™®.

Lebih jauh mengenai pengaturan perihal hak berserikat berkumpul dan
mengemukakan pendapat telah dicantumkan dalam banyak undang-undang,salah
satunya adalah Undang-Undang tentang organisasi kemasyarakatan dan Peraturan
pemerintah No 18 tahun 1986 tentang aturan pelaksanaanya.Dalam produk undang-
undang itu mengatur tentang hak,kewajiban,peran dan fungsi organisasi masyarakat
untuk turut berpartisipasi dalam kelangsungan kehidupan bernegara,

Berikut adalah fungsi hak dan kewajiban organisasi masyarakat sesuai pasal 4
Undang-Undang No 8 Tahun 1985 *°:

1) Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan bagi anggotanya

2) Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam mewujudkan

dalam melaksanakan tujuannya.

3) Wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional

4) Saluran penyalur aspirasi anggota,dan sebagai sarana komunikasi timbal

balik antar anggota dan/antar organisasi kemasyarakatan dan antara
organisasi kemasyarakat dan organisasi kekuatan sosial politik badan
permusyarawatan/perwakilan rakyat,dan pemerintah

Landasan hukum dan peraturan tata laksana tersebut diataslah yang menjadi

inspirasi serta acuan bagi muhammadiyah untuk kemudian ikut berperan dalam

kapasitasnya sebagai  organisasi masyarakat,dimana sebagai perwakilan

% Jilmy assidigie, Mengatur Kebebasan Berserikat Dalam Undang-Undang, http:/jimlyschool.com, diakses 12
juni 2012
6 UU NOMOR 8 TAHUN 1985 Tentang ORGANISASI KEMASYARAKATAN
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anggotanya,muhammadiyah  berkewajiban untuk menyampaikan aspirasi

konstituennya.khususnya aspirasi politik
b. Tinjauan Organisasi

Untuk melihat peran muhammadiyah dalam konteks politik kenegaraan kita
tidak bisa hanya berpedoman pada badan struktural organisasi tersebut,tetapi harus
juga dilihat mengenai pandangan beragama muhammadiyah sendiri,pandangan

keagamaan muhammadiyah didasarkan pada beberapa aspek sebagaimana berikut *’:

Pertama dan yang menjadi ciri khas muhammadiyah adalah pencanangan
ijtihadnya,secara  bahasa ijtihad didefinisakan sebagai berusaha sekuat
tenaga,mengerahkan tenaga,usaha keras atau memaksimalkan diri,dalam pengertian
figih islam salah satu definisi umumnya adalah usaha maksimal yang dilakukan oleh
ahli figh untuk menguasai dan menerapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan ushul
figh untuk menyingkap hukum Allah,akan tetapi dalam definisi yang lain disebutkan
bahwa ijtihad adalah kemampuan untuk melakukan deduksi dalam masalah hukum
terhadap kasus-kasus dimana tidak terdapat teks tertulis atau aturan yang sudah

ditetapkan oleh ijma’ (konsensus)yang bisa diterapkan dimuhammadiyah sendiri.

Proses ijtihad bisa dijalankan baik secara individu maupun secara kolektif,dan
untuk mengamodosasi hal tersebut didirikanlah majlis tarjih pada tahun 1927 yang
bertugas  untuk = memformulasikan  dasar-dasar  keberagaman  gerakan
muhammadiyah.namun dalam perkembangannya proses ijtihad tersebut tidak hanya
terjadi diwilayah syariat ibadah islam saja saja,namun juga mencakup bidang-bidang

lain seperti bidang sosial,ekonomi maupun politik,penggunaan kata ijtihad itu pula

?" Hasil wawancara dengan bapak muslimin,salah satu deklarator IMM,sesepuh Muhammadiyah Jatim.pada hari
minggu 10 juni 2012,pukul 22.00
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yang dijadikan dasar Prof.Dr Amin Rais mendirikan partai politik,menurutnya

terbentuknya Partai Amanat Nasional adalah hasil dari ijtihad politiknya.

Kedua,dasar pandangan muhammadiyah adalah tajdid,tajdid menurut

muhammadiyah mempunyai definisi :

a. Pemurnian,yang meliputi pemahaman,internalisasi dan penetapan hal-
hal yang sudah tetap dalam islam,seperti otentitas Al-Quran,hadist
shahih,dan etika islam

b. Medernisasi dalam hal-hal yang tunduk pada perubahan
kondisi,seperti sistem organisasi,pengembangan model

pendidikan,maupun soal konsep politik

Ketiga,aspek yang ketiga adalah gagasan tentang jihad,dalam islam konsep jihad
didasrkan pada ayat Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad SAW,muhammadiyah
sendiri menekankan pentingnya berinfak dijalan Allah,setiap anggota muhammadiyah
dianjurkan untuk berusaha keras,berjihad demi menebar kebahagiaan orang
lain.gagasan tentng jihad itu sendiri bisa dirujuk pada pernyataan bersamanya dengan

NU :

“PB nahdatul Ulama dan PP Muhammadiyah mengajukan bahwa jihad bagi ummat muslim
di indonesia harus diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan,ekonomi,dan juga sumber daya
manusia.jihad harus diarahkan pada perang melawan kebodohan kemiskinan,kmunduran,kerusakan

moral dan martabat manusia”.

Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara
merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (al-umur ad-
dunyawiyat) yang harus selalu di ijtihad’i, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur

agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari
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seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun
kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui
pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan proses jihad yang mutlak
diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai Ilahiah melandasi dan
tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan,
perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya "Baldatun

Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur".

Secara normatif, gerak perjuangan Muhammadiyah dijelaskan dalam
Mugaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan
Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) bahwa Muhammadiyah
sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Sementara secara operasional,
bahwa Muhammadiyah memilih lahan dakwah di bidang kemasyarakatan ditegaskan

dalam :

a. Khittah Muhamamdiyah Ujung Pandang, sebagai produk hasil Muktamar
Muhammadiyah ke 38 pada tahun 1971, yang berisi tentangzsz

e Muhammadiyah adalah Gerakan Da’wah Islam yang beramal

dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak

mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak

merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi

apa pun.

28 Khittoh perjuangan,www.muhammadiyah.co.id
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Setiap Anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak azasinya
dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang
tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam

Persyarikatan Muhammadiyah.

b. Khittah Muhammadiyah Denpasar Bali, sebagai hasil produk Sidang

Tanwir tahun 2002, yang berisi tentang penegasan Muhamamdiyah, antara

lain®’:

Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam
kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu
perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar
ma’ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan
sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan
setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa
dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah
strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita
hidup. serta khittah perjuangan sebagai acuan gerakan sebagai
wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan
“Baldatun Thoyyibatun Warabbun Ghafuur’.

Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat
dilakukan melalui dua stratcgi dan lapangan perjuangan.
Pertama; melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi
pada perjuangan kekuasaan /kenegaraan (real politics, politik

praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau

2 ibid
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kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kedua:
melalui kegiatan-kegiatan kamasyarakatan yang bersifat
pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-
kegiatan politik tidak langsung (high politics) yang bersifat
memengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral
(moral force) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di
tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh
kelompok-kelompok kepentingan (interest group).

e Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam
lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek
kemasyarakatan yang mengarah kepada pemberdayaan
masyarakat tidak kalah penting dan strategis dari pada aspek
perjuangan politik kekuasaan. Perjuangan di lapangan
kemasyarakatan diarahkan untuk terbentuknya masyarakat
utama atau masyarakat madani (civil society) sebagai pilar
utama terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat.

Tidak cukup disitu saja,demi memantapkan pemahaman warganya perihal
garis-garis perjuangan politik, muhammadiyah juga membuat pedoman hidup hidup
islami warga muhammadiyah yang dapat dijadikan acuan bagi perilaku dan tindakan
warga muhammadiyah dalam kehidupan sehari-haritermasuk dalam hal
politik,panduan tersebut sendiri adalah hasil keputusan muktamar muhammadiyah ke-
44 dijakarta,berikut adalah point-point dibidang kehidupan dalam berbangsa dan

bernegara’® :

30 ibid
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Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa
bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif
sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain
dengan prinsip prinsip etika/akhlaq Islam dengan sebaik-baiknya dengan
tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Beberapa pinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya
dan sesungguh-sungguhnya yaitu menunaikan amanat dan tidak boleh
menghianati amanat, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran, ketaatan
kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul,
mengemban risalah Islam, menunaikan amar ma’ruf, nahi munkar, dan
mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mempedomani Al-Quran dan
Sunnah, mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia,
menghormati kebebasan orang lain, menjauhi fitnah dan kerusakan,
menghormati hak hidup orang lain, tidak berhianat dan melakukan kezaliman,
tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan, bekerjasama
dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama (konspirasi) dalam
melakukan dosa dan permusuhan, memelihara hubungan baik antara
pemimpin dan warga, memelihara keselamatan umum, hidup berdampingan
dengan baik dan damai, tidak melakukan fasad dan kemunkaran,
mementingkan ukhuwah Islamiyah, dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat,
ihsan, dan ishlah.

Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud
ibadah kepada Allah dan ishlah serta ihsan kepada sesama, dan jangan
mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan

diri sendiri dan kelompok yang sempit.



59

e Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri
(uswah hasanah) yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari
perilaku politik yang kotor, membawa fitnah, fasad (kerusakan), dan hanya
mementingkan diri sendiri.

e Berpolitik dengan kesalihan, sikap positif, dan memiliki cita-cita bagi
terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan fungsi amar
ma’ruf dan nahi munkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang
kokoh.

e Menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang
digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa.

2. Kedudukan Muhammadiyah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Menurut Almond,yang disebut kelompok kepentingan (Interest Group) adalah
“setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa,pada
waktu yang sama,berkehendak memperoleh jabatan politik publik,hal ini berbeda
dengan partai politik yang bertujuan untuk menguasai jabatan-jabatan publik yakni
jabatan politik atau pemerintahan,kelompok kepentingan memiliki anggota yang
diorganisasikan berdasarkan pengelompokan kesukuan,ras,etnik
,agama,pekerjaan,profesi,dan berbagai basis dukungan lainnya,kegiatan yang
dilakukan dapat berupa demonstrasi dan tindakan kekerasan hubungan
pribadi,perwakilan langsung dibadan legislatif,dan saluran-saluran formal lainnya

seperti lobi politik dll.
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Menilik pengertian dan karakteristik diatas nampak jelas bahwa
Muhammadiyah sendiri dalam sistem politik indonesia adalah masuk dalam kategori
kelompok penekan (interest group) dimana memiliki fungsi sistem kontrol terhadap
kebijakan pemerintah.

Muhammadiyah secara organisasi dalam penjelasan  kepribadian
muhammadiyah telah menyatakan bahwa “muhammadiyah tidak buta
politik, nuhammadiyah tidak takut politik, muhammadiyah bukan organisasi
politik, nuhammadiyah tidak mencampuri soal-soal politik,tetapi apabila soal-soal

politik masuk dalam muhammadiyah ataupun soal-soal politik mendesak urusan
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agama islam,maka muhammadiyah akan bertindak menurut kemampuan,cara dan
irama muhammadiyah sendiri’'.

Bila dilihat dari penjelasan kepribadian muhammadiyah diatas kesan yang
timbul adalah muhammadiyah telah mengambil ruang untuk memainkan fungsi
politik sebagaimana fungsi kelompok kepentingan,namun dalam kenyataannya
muhammadiyah seolah tidak konsisten dalam dinamika politiknya,dimana
muhammadiyah melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga infrastruktur politik
namun juga masih membuka ruang untuk ikut terjun dalam politik praktis.hal itu
terlihat dari ikut terjung langsungnya ~-muhammadiyah dalam pemilu
1955,muhammadiyah membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
bahkan menjadi salah satu anggota istimewanya,muhammadiyah pernah terlibat
membidani lahirnya Partai Muslimin Indonesia(Parmusi) dan secara tidak langsung
berperan dalam kegiatan Partai Amanat nasional (PAN)*.

Peran Politik Muhammadiyah Sebagai Penyalur Aspirasi Poitik Bagi Warganya.

Secara umum peran-peran politik yang dimainkan muhammadiyah didasarkan
pada kebutuhan kontekstual,dimana kreasi dan langkah politiknya sangat dipengaruhi
oleh kondisi negara indonesia waktu itu.Dalam melaksanakan perannya sebagai
penyalur aspirasi politik bagi warganya,muhammadiyah telah memakai dua cara **:

a. Secara Formal langsung

Peran muhammadiyah dalam politik secara langsung terlihat dari keterlibatan

muhammadiyah dalam Majlis Syuro Muslimin Indonesia dimana muhammadiyah

berperan aktif dalam kepenggurusan bahkan menjadi anggota istimewa.

*! Haedar nashir,Dinamika politik muhammadiyah,bigraf publishing,2000,hal 32
32 Hasil wawancara dengan David effendi, Lembaga Pengembangan Sumberdaya Insani IPM Pusat .pada hari
minggu 10 juni 2012,pukul 22.00

33 ibid
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tidak hanya sampai disitu saja muhammadiyah terlibat,bahkan ketika terjadi
perpecahan ditubuh Masyumi muhammadiyah meras perlu untuk terlibat secara
struktural dimana muhammadiyah membuat pernyataan resmi melalui sidang
tanwir muhammadiyah pada 31 mei sampai 3 juni 1956 dikaliurang
yogyakarta,muhammadiyah mengambil keputusan sebagai berikut :

e Muhammadiyah tetap muhammadiyah,berjalan menurut khittah atau
langkah yang telah ditentukan,sedang yang berkenaan politik-praktis
disalurkan dan diatur bersama-sama dalam masyumi

e Anggota muhammadiyah yang berkeinginan berjuang dilapangan politik
secara langsung,dianjurkan masuk menjadi anggota Masyumi

e Pernyataan bersama antara pusat pimpinan Muhammadiyah dengan dewen
pimpinan Masyumi diterima dengan bulat aau aklamasi.

b. Secara Personal dan tidak langsung

Peran ini adalah sebagai jawaban atas kondisi orde baru waktu
itu,dimana muhammadiyah dan organisasi islam oleh presiden soeharto
dihambat dan dibendung gerak dan langkah politiknyakarena dianggap
berpotensi membahayakan kekuasaannya,

Langkah yang diambil muhammadiyah untuk tetap bisa menyuarakan
aspirasi warganya adalah para elit/pengurus pusat muhammadiyah kemudian
bergabung dengan partai politik seperti Golkar,PPP atau PDI atau secara
personal membentuk partai baru,seperti pernah dilakukan oleh Djarnawi
Hadikusumo dan Drs.H. lukman Harun dalam pembentukan Partai Muslimin
Indonesia (Parmusi)dalam konteks reformasi itu juga dilakukan oleh Prof.Dr.

Amin Rais dengan membentuk Partai Amanat nasional pada tahun 1999.
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Kesadaran  polittk ~muhammadiyah sangat dipengaruhi semboyan
organisasinya yakni “amar Ma’ruf Nahi Mungkar”,yang bermakna menyampaikan
kebaikan dan meberantas kemungkaran,hal ini dimaknai muhammadiyah tidak hanya
menyangkut aspek  akidah,ibadah,akhlag saja namun juga muamalat
dunyawiah,politik juga ditafsirkan sebagai bagian dari agama dalam artian
umum,disamping itu juga kesadaran muhammadiyah sebagai organisasi politiknya
dimana dia diamanati oleh anggotanya untuk menyuarakan aspirasinya,termasuk
dalam hal politik,

Menurut pengamatan penulis bentuk-bentuk metode yang dipakai
muhammadiyah untuk menyuarakan aspirasi warganya adalah sebagai berikut ;

e Lewat tokoh/pengurus muhammadiyah yang duduk dipemerintahan untuk
kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aspirasi warga
muhammadiyah dan warga negara pada umumnya

e Lewat tokoh/pengurus yang duduk didewan legislatif seperti DPR,DPD maupun
MPR untuk turut serta membuat produk undang-undang yang mengakomodasi
kepentingan ummat.

e [Lewat pernyataan resmi Pengurus pusat Muhammadiyah sebagai kritik,saran atau
masukan kepada pemerintah dalam kaitannya dengan negara.

e Lewat tokoh muhammadiyah untuk melakukan kritik dan saran kepada negara
baik lewat proses lobi maupun kritik terbuak dimedia massa.

Dalam tubuh struktural muhammadiyah sendiri sebenarnya ada lembaga yang
khusus menangani politik,yakni lembaga hikmah dan kebijakan publiklembaga ini
semacam lembaga think tank yang bertugas berdiskusi,menganalisis mengenai kinerja
negara.

berikut adalah tugas dan fungsi lembaga Hikmah dan kebijakan umum :
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= Mengembangkan lembaga khusus sebagai kelompok pemikir (think-tank)
yang bertugas melakukan kajian terus-menerus tentang berbagai isu
nasional serta kebijakan nasional yang menyangkut rakyat banyak.

= Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam upaya penguatan masyarakat

sipil serta penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

= Meneruskan gerakan antikorupsi dengan memanfaatkan kerjasama yang

telah dirintis selama ini.

= Membangun jalinan yang sinergis dengan kader dan simpatisan

Muhammadiyah yang berada di lembaga legislatif, eksekutif, dan
yudikatif.

= Meluaskan pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang selama ini

telah dikembangkan di berbagai Universitas Muhammadiyah bagi semua
lembaga pendidikan milik Muhammadiyah, yang terarah pada
pembangunan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban.

= Menyelenggarakan pendidikan kader politik dan menyusun panduan

tentang politik yang [slami.

Namun dalam kenyataan dilapangan lembaga ini sendiri masih kurang
berperan secara maksimal sesuai harapan pengurus,jangankan menyuarakan aspirasi
politik warga,bahkan warga muhammadiyah sendiri banyak yang belum tahu adanya
lembaga tersebut

Mengenai pentingnya muhammadiyah dalam menyuarakan aspirasi
anggotanya mendapat beragam penyikapan beragam dari anggotanya sendiri,menurut
penulis sebagai hasil obserfasi dilapangan secara umum tanggapan anggota terhadap
peran politik Muhammadiyah terbagi menjadi 3 kriteria :

e Mendukung.
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Alasan mendukung didasarkan pada pemahaman tentang peran
muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang dimana juga berhak
menyuarakan hak-hak anggota,disamping itu juga alasan mereka menunjuk
pengurus organisasi adalah sebagai perwakilan mereka dalam
bernegara.jadi muhammadiyah malah diwajibkan untuk turut andil dalam
proses bernegara

e Menolak

Alasan menolak adalah bahwa mereka mengganggap muhammadiyah
adalah gerakan sosial keagamaan dimana seharusnya mereka lebih fokus
pada  wilayah-wilayah yang sudah digarap selama ini,seperti
pendidikan,kesehatan,sosial kemasyarakatn dan yang paling penting adalah
agama.persoalan politik kenegaraan kriteria ini tidak membutuhkan saluran
aspirasi melalui muhammadiyah karena dirasa sudah terwakili lewat partai
politik atau Dewan Perwakilan Rakyat

e Netral

Kriteria ini didasarkan pada alasan dimana mereka sepenuhnya percaya
kepada strutural muhammadiyah,mereka yakin bahwa pengurus akan
mengurus semua keperluan bagi anggotanya,termasuk dalam hal aspirasi

politik.

B. Kendala Muhammadiyah dalam menyalurkan aspirasi bagi anggotanya.
Kendala yang dihadapi muhamamdiyah dalam menyalurkan aspirasi anggotanya
secara garis besar dapat dikategorika sebagai berikut **;

1. Karakteristik muhammadiyah

3% Hasil wawancara bapak fathur rohim syuhadi,pimpinan wilayah Pemuda muhammadiyah,wawancara 24 juni
2012 pukul 19.00
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Seperti dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, muhammadiyah
dalam sistem politik indonesia masuk dalam kategori lembaga infrastruktur
politik,yakni berposisi sebagai kelompok penekan,dilihat dari fungsinya secara
kenegaraan muhammadiyah memang berhak melakukan kritik,atau memberi
masukan terhadap jalannya roda pemerintahan,namun posisinya yang
semacam rekomendasi,dimana tidak punya kekuatan memaksa,sehingga tidak
ada kewajiban negara untuk menuruti aspirasi muhammadiyah.

Sikap tokoh/pengurus muhammadiyah yang vyang duduk dilembaga
kenegaraan.

Sebenarnya cara yang paling efektif sebagai penyampai aspirasi politik
bagi muhammadiyah adalah melalui kader muhammadiyah yang duduk
dilembaga kenegaraan,karena mereka yang secara langsung terlibat dalam
proses menentuan kebijakan-kebijakan negara,namun rata-rata kader
muhammadiyah yang duduk dipemerintahan sudah mulai lupa terhadap
tugasnya sebagai kader,mereka lebih mementingkan urusan pribadi ketimbang
urusan ummat,bahkan sampai ada kader muhammadiyah yang kemudian
tertangkap melakukan korupsi.

. Kesadaran politik warga muhammadiyah

Masih banyaknya warga muhammadiyah yang belum paham peran dan
fungsinya sebagai warga negara membuat struktural muhammadiyah kesulitan
menghimpun gagasan-gagasan politik warganya,untuk kemudian disuarakan

dalam kaitannya sebagai lembaga infrastruktur.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah, hasil dan pembahasan yang telah diuraikan

pada bab sebelumya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1.

Indonesia adalah negara hukum dimana salah satu unsur negara hukum
adalah penghargaan terhadap Hak Asasi manusia,salah satunya hak untuk
berserikat dan berkumpul,hal tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 8
tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan

Konsep politik muhammadiyah sangat didasarkan pada platform
gerakannya,yakni ijtihad,Tadjid dan jihad,akumulasi penafsiran atas
pemahaman itulah yang kemudian menginspirasi muhammadiyah dalam
melakukan kegiatan politiknya

Muhammadiyah dalam sistem ketatanegaraan adalah masuk dalam kategori
lembaga infrastruktrur,yang berfungsi melakukan fungsi kontrol terhadap
jalannya proses kenegaraan,dalam proses melakukan fungsi tersebut
muhammadiyah terkesan tidak konsisten karena tercatat muhammadiyah
pernah masuk dalam politik praktis

Peran politik yang dilakukan muhammadiyah dilaksanakan melalui dua
cara,yakni lewat proses langsung dimana muhammadiyah secara
kelembagaan ikut bermain dalam dinamika politik,peran kedua yang
dilakukan adalah secara langsung,para kader muhammadiyah melakukan
sendiri proses politik tanpa membawa embel-embel organisasi

muhammadiyah.
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5. Media penyaluran aspirasi politik dilakukan muhammadiyah melalui kader-

kadernya yang duduk dikelembagaan negara,lewat pernyataan resmi

pengurus muhammadiyah,dan secara personal tokoh-tokoh muhammadiyah

. Respon anggota muhammadiyah sendiri terhadap peran politik yang

dilakukan oleh muhammadiyah terbagi menjadi 3 macam,yakni ada yang

mendukung,menolak,dan netral

. Kendala yang dihadapi muhammadiyah dalam melakukan tugasnya adalah

sifat  organisasi  yang  melekat,dimana  kurang efektif dalam
melaksanakan,disamping itu juga banyaknya kader yang lupa akan kewajiban
sebagai anggota muhammadiyah sehingga tidak membawa aspirasi politik
muhammadiyah,pengaruh warga muhammadiyah sendiri yang masih awan
soal politik sehingga membuat muhammadiyah kesulitan mengakomodasi

kepentingan politik mereka

1) Perlunya kembali muhammadiyah melakukan rekonstruksi pada konsep politik

dan dirumuskan secara jelas dan tegas,sehingga dalam pelaksanaanya lebih

terarah dan sesuai sasaran

2) Lebih memperkuat perannya sebagai kelompok penekan ketimbang terlibat

langsung dalam politik praktis,karena energi yang dipakai terlalu besar,dan
membuat bidang-bidang lain yang digarap seperti pendidikan,agama,sosial

kemasyarakat terbengkalai.

3) Melakukan pendidikan politik terhadap anggotaya,khususnya mengenai perang

dan hak warga negara dalam hal politik

4) Memaksimalkan peran lembaga hikmah dan kebijakan publik dalam melakukan

aktifitas politik
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“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala
puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah
dan Maha Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari
kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya
kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada
hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang telah

Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat.”
(QS Al-fatihah)
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"Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM
dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shalallahu
‘alaihi wassalam".

AMMA BAD'U, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah
semata-mata. Ber-Tuhan dan ber'ibadah serta tunduk dan tha'at kepada Allah adalah
satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.

Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas
kehidupan manusia di dunia ini.

Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat
diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolong-
tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari
pengaruh syaitan dan hawa nafsu.

Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana
dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama
dan sebaik-baiknya.



Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga,
adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada
Allah.

Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi,sejak
Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masing-
masing untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat.

Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai
yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya
akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci:
beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan
dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di Dunia ini, dengan niat
yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan
karunia Allah dan ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat
Allah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati
menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan
yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan
pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.

Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka
dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur'an:
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Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada
ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada
keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia "

(QS Ali-Imran:104)

Pada tanggal 8 Dzulhiijah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah,
oleh almarhum KHA. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai "gerakan Islam"
dengan nama "MUHAMMADIYAH" yang disusun dengan Majelis-Majelis
(Bahagian-bahagian)-nya, mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan "syura"
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan atau Muktamar.

Kesemuanya itu. perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-
perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw., guna
mendapat karunia dan ridla-Nya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai
masyarakat yang sentausa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang
melimpah-limpah, sehingga merupakan:
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"Suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah
perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun".



Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan ummat Islam dapatlah

diantarkan ke pintu gerbang Syurga "Jannatun Na'im" dengan keridlaan Allah Yang

Rahman dan Rahim.
Adapun Persyarikatan Muhammadiyah beranggaran dasar sebagai berikut:
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BAB 1
NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah.

Pasal 2
Pendiri

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330
Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk
jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 3
Tempat Kedudukan

Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.

BAB 11
IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG

Pasal 4
Identitas dan Asas

(1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan
Tajdid, bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.
(2) Muhammadiyah berasas Islam.

Pasal §
Lambang

Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua belas, di tengah
bertuliskan ) = (Muhammadiyah) dan dilingkari kalimat
ANVNSIETE EVAEG WA SVATE (Usyhadu an 1d ildha illa Allah wa asyhadu

anna Muhammadan Rasiul Allah )
BAB 111
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi
Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.



Pasal 7
Usaha

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah
Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala
bidang kehidupan.

(2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan
kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.

(3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan
adalah Pimpinan Muhammadiyah.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 8
Anggota serta Hak dan Kewajiban

(1) Anggota Muhammadiyah terdiri atas:

a. Anggota Biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam.

b. Anggota Luar Biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia.

c. Anggota Kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa
terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya
bersedia membantu Muhammadiyah.

(2) Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 9
Susunan Organisasi

Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas:

Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan
Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat

Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten
Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu Propinsi

Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara

A Ty

Pasal 10
Penetapan Organisasi

(1) Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan
oleh Pimpinan Pusat.

(2) Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh
Pimpinan Wilayah.

(3) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh
Pimpinan Daerah.



(4) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

BAB VI
PIMPINAN

Pasal 11
Pimpinan Pusat

(1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah
secara keseluruhan.

(2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan
ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang
diusulkan oleh Tanwir.

(3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul
anggota Pimpinan Pusat terpilih.

(4) Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan
dalam forum Muktamar.

(5) Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan
mengusulkannya kepada Tanwir.

(6) Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-
sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah
untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 12
Pimpinan Wilayah

(1) Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta
melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.

(2) Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh
Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam
Musyawarah Wilayah.

(3) Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul
calon-calon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh
Musyawarah Wilayah.

(4) Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan
mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian
dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

Pasal 13
Pimpinan Daerah

(1) Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta
melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.

(2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang ditetapkan oleh
Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan
Daerah yang telah dipilih dalam Musyawarah Daerah.

(3) Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul
calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh
Musyawarah Daerah.



(4) Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan
mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian
dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

Pasal 14
Pimpinan Cabang

(1) Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya serta
melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.

(2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh
Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam
Musyawarah Cabang.

(3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul
calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh
Musyawarah Cabang.

(4) Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan
mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian
dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

Pasal 15
Pimpinan Ranting

(1) Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta
melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.

(2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh
Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam
Musyawarah Ranting.

(3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul
calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh
Musyawarah Ranting.

(4) Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan
mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian
dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

Pasal 16
Pemilihan Pimpinan

(1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah.

(2) Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur.

(3) Syarat anggota Pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.

Pasal 17
Masa Jabatan Pimpinan

(1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan
Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.



(2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan
Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa
jabatan berturut-turut.

(3) Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah
menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serah-terima jabatan Pimpinan
Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan
setelah disahkan oleh Pimpinan di atasnya.

Pasal 18
Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 12
sampai dengan pasal 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

Pasal 19
Penasihat

(1) Pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat.
(2) Ketentuan tentang penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN

Pasal 20
Majelis dan Lembaga

(1) Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.

(2) Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas
pokok Muhammadiyah.

(3) Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung
Muhammadiyah.

(4) Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
ORGANISASI OTONOM

Pasal 21
Pengertian dan Ketentuan

(1) Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang
memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan
pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.

(2) Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom
khusus.

(3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh
organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Muhammadiyah.

(4) Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir.



(5) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.

BAB IX
PERMUSYAWARATAN

Pasal 22
Muktamar

(1) Muktamar 1ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang
diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.

(2) Anggota Muktamar terdiri atas:

Anggota Pimpinan Pusat

Ketua Pimpinan Wilayah

Anggota Tanwir Wakil Wilayah

Ketua Pimpinan Daerah

Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah, terdiri atas

wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.

(3) Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga

© oo o

Pasal 23
Muktamar Luar Biasa

(1) Muktamar Luar Biasa ialah muktamar darurat disebabkan oleh keadaan yang
membahayakan Muhammadiyah dan atau kekosongan kepemimpinan, sedang
Tanwir tidak berwenang memutuskannya.

(2) Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir..

(3) Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.

Pasal 24
Tanwir

(1) Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar,
diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
(2) Anggota Tanwir terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Pusat
b. Ketua Pimpinan Wilayah
c. Wakil Wilayah
d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat
(3) Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



Pasal 25
Musyawarah Wilayah

(1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Wilayah,
diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.

(2) Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:

Anggota Pimpinan Wilayah

Ketua Pimpinan Daerah

Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah

Ketua Pimpinan Cabang

Wakil Cabang yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Cabang yang

jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas dasar perimbangan jumlah

Ranting dalam tiap Cabang
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah

(3) Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
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Pasal 26
Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Daerah,
diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.

(2) Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:

Anggota Pimpinan Daerah

Ketua Pimpinan Cabang

Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang

Ketua Pimpinan Ranting

Wakil Ranting yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Ranting yang

jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas dasar perimbangan jumlah

anggota
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah

(3) Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
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Pasal 27
Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Cabang,
diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.

(2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Cabang
b. Ketua Pimpinan Ranting
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang Wakil Ranting
d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang

(3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.



Pasal 28
Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Ranting,
diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.

(2) Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas:
a. Anggota Muhammadiyah dalam Ranting
b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting

(3) Musyawarah Ranting diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

Pasal 29
Musyawarah Pimpinan

(1) Musyawarah Pimpinan ialah permusyawaratan Pimpinan dalam Muhammadiyah
pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah
Musyawarah pada masing-masing tingkat.

(2) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan
Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(3) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Pimpinan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30
Keabsahan Musyawarah

Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23
dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggotanya yang telah diundang
secara sah oleh Pimpinan Muhammadiyah di tingkat masing-masing.

Pasal 31
Keputusan Musyawarah

Keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali
pasal 23 diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak
tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

BAB X
RAPAT

Pasal 32
Rapat Pimpinan

(1) Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan
Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan
Muhammadiyah apabila diperlukan.

(2) Rapat Pimpinan membicarakan masalah kebijakan organisasi.

(3) Ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.



Pasal 33
Rapat Kerja

(1) Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang
menyangkut amal usaha, program dan kegiatan organisasi.

(2) Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat
Kerja Unsur Pembantu Pimpinan.

(3) Rapat Kerja Pimpinan pada tiap tingkat diadakan sekurang-kurangnya satu kali
dalam satu tahun.

(4) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan diadakan dua kali dalam satu masa
jabatan.

(5) Ketentuan mengenai masing-masing jenis Rapat Kerja diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

Pasal 34
Tanfidz

(1) Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Tanwir,
Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-
masing tingkat.

(2) Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak
ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(3) Tanfidz keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat semua tingkat
a. Bersifat redaksional
b. Mempertimbangkan kemaslahatan
c. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 35
Pengertian

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh
dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal
usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.

Pasal 36
Sumber

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari:
Uang Pangkal, luran, dan Bantuan

Hasil hak milik Muhammadiyah

Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah
Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah
Sumber-sumber lain
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Pasal 37
Pengelolaan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
LAPORAN

Pasal 38
Laporan

(1) Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan
organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan,
disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah tingkat masing-
masing, Tanwir, dan Muktamar.

(2) Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 39
Anggaran Rumah Tangga

(1) Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur
dalam Anggaran Dasar.

(2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran
Dasar dan disahkan oleh Tanwir.

(3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat
mengubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 40
Pembubaran

(1) Pembubaran Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dalam Muktamar Luar
Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu atas usul Tanwir.

(2) Muktamar Luar Biasa yang membicarakan usul Tanwir tentang pembubaran
dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Muktamar Luar
Biasa.

(3) Keputusan pembubaran diambil sekurang-kurangnya tiga perempat dari yang
hadir.

(4) Muktamar Luar Biasa memutuskan segala hak milik Muhammadiyah diserahkan

untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam setelah Muhammadiyah dinyatakan
bubar.



BAB XV
PERUBAHAN

Pasal 41
Perubahan Anggaran Dasar

(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Muktamar.

(2) Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah
tercantum dalam acara Muktamar.

(3) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-
kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Muktamar yang hadir

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 42
Penutup

(1) Anggaran Dasar ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 yang
berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H
bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai
berlaku sejak ditanfidzkan.

(2) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan
tidak berlaku lagi.



LAMPIRAN IV-B:

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA
MUHAMMADIYAH



ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH

Pasal 1
Tempat Kedudukan

(1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta

(2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara
keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di dua kantor, Yogyakarta dan
Jakarta

Pasal 2
Lambang dan Bendera

(1) Lambang Muhammadiyah sebagai tersebut dalam Anggaran Dasar pasal 5 adalah
seperti berikut:
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(2) Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran dua berbanding
tiga bergambar lambang Muhammadiyah di tengah dan tulisan
MUHAMMADIYAH di bawahnya, berwarna dasar hijau dengan tulisan dan
gambar berwarna putih, seperti berikut:

MUHAMMADIYAH

(3) Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 3
Usaha

Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan

kegiatan meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman,
meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai
aspek kehidupan.

2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai
aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.

3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan
amal shalih lainnya.

4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar
berkemampuan tinggi serta berakhlaq mulia.



10.

11.
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13.

14.

Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian.
Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang
berkualitas

Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam dan
lingkungan untuk kesejahteraan.

Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang
dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.

Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara

Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku
gerakan.

. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan

gerakan.

Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan
pembelaan terhadap masyarakat.

Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah

Pasal 4
Keanggotaan

(1) Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia beragama Islam

b. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah

¢. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah

d. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah
e. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal.

(2) Anggota Luar Biasa ialah seseorang bukan warga negara Indonesia, beragama

Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia
mendukung amal usahanya.

(3) Anggota Kehormatan ialah seseorang beragama Islam, berjasa terhadap

Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau
bersedia membantu Muhammadiyah.

(4) Tatacara menjadi anggota diatur sebagai berikut:

a. Anggota Biasa

1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat dengan
mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya melalui Pimpinan
Ranting atau Pimpinan amal usaha di tempat yang belum ada Ranting,
kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.

2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan
Pusat dengan disertai pertimbangan.

3. Pimpinan Cabang dapat memberi tanda anggota sementara kepada calon
anggota, sebelum yang bersangkutan menerima kartu tanda anggota dari
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda anggota sementara
ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

4. Pimpinan Pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada
calon anggota biasa yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang
bersangkutan



b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan

Tata cara menjadi Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur oleh
Pimpinan Pusat

(5) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi
Anggota Biasa dan memberikan kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada
Pimpinan = Wilayah. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan
pelaksanaannya diatur dengan keputusan Pimpinan Pusat.

(6) Hak Anggota
a.

Anggota biasa:
1. Menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan.
2. Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan.

b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak menyatakan

pendapat.

(7) Kewajiban Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan:
a.
b.

C.

d.

c.

f.
g

Taat menjalankan ajaran Islam

Menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah serta perjuangannya
Berpegang teguh kepada Kepribadian serta Keyakinan dan Cita-cita Hidup
Muhammadiyah

Taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawarah, dan kebijakan
Pimpinan Pusat

Mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta
melaksanakan usahanya

Membayar iuran anggota

Membayar infaq

(8) Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan berhenti karena:
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri
c.
(9) Tata cara pemberhentian anggota.
a. Anggota Biasa:

Diberhentikan oleh Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Cabang mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan
Daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pimpinan Daerah meneruskan kepada Pimpinan Wilayah usulan
pemberhentian anggota dengan disertai pertimbangan.

3. Pimpinan Wilayah meneruskan atau tidak meneruskan usulan
pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat setelah melakukan
penelitian dan penilaian.

4. Pimpinan Wilayah dapat melakukan pemberhentian sementara (skorsing)
yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan selama menunggu proses
pemberhentian anggota dari Pimpinan Pusat,

5. Pimpinan Pusat, setelah menerima usulan pemberhentian anggota,
memutuskan memberhentikan atau tidak memberhentikan paling lama 6
(enam) bulan sejak diusulkan oleh Pimpinan Wilayah.

6. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses
pengusulan berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan
Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat.
Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang bersangkutan dapat
mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pusat.



7. Pimpinan Pusat membentuk tim yang diserahi tugas mempelajari
keberatan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan. Pimpinan
Pusat menetapkan keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan tim.

8. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam Berita Resmi

Muhammadiyah.
b. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan diberhentikan atas keputusan Pimpinan
Pusat.
Pasal 5§
Ranting

(1) Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas
sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan
pemberdayaan anggota.

(2) Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai:

a. Pengajian / kursus anggota berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
b. Pengajian / kursus umum berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
c. Mushalla / surau / langgar sebagai pusat kegiatan

d. Jama'ah

(3) Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh
Pimpinan Daerah atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Pimpinan
Cabang.

(4) Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang telah ada
dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas
keputusan Musyawarah Cabang / Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang

Pasal 6
Cabang

(1) Cabang adalah kesatuan Ranting di suatu tempat yang terdiri atas sekurang-
kurangnya tiga Ranting yang berfungsi:

a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Ranting

b. Penyelenggaraan pengelolaan Muhammadiyah

c. Penyelenggaraan amal usaha
(2) Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai:

a. Pengajian / kursus berkala untuk anggota Pimpinan Cabang dan Unsur
Pembantu Pimpinannya, Pimpinan Ranting, serta Pimpinan Organisasi
Otonom tingkat Cabang, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
Pengajian / kursus muballigh / muballighat dalam lingkungan Cabangnya,
sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
Korps muballigh / muballighat Cabang, sekurang-kurangnya 10 orang
Taman pendidikan Al-Quran / Madrasah Diniyah / Sekolah Dasar
Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan

f. Kantor
(3) Pengesahan pendirian Cabang dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh

Pimpinan Wilayah atas usul Ranting setelah memperhatikan pertimbangan

Pimpinan Daerah.
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(4) Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang telah ada
dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas
keputusan Musyawarah Daerah / Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 7
Daerah

(1) Daerah adalah kesatuan Cabang di Kabupaten / Kota yang terdiri atas sekurang-
kurangnya tiga Cabang yang berfungsi:
a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Cabang
b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
d. Perencanaan program dan kegiatan

(2) Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:
a. Pengajian / kursus berkala untuk anggota Pimpinan Daerah sekurang-

kurangnya sekali dalam sebulan

b. Pengajian / kursus muballigh / muballighat tingkat Daerah sekurang-

kurangnya sekali dalam sebulan

Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam

Korps muballigh / muballighat Daerah, sekurang-kurangnya 20 orang

Kursus kader Pimpinan tingkat Daerah

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah

Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan

Kantor

(3) Pengesahan pendirian Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul Cabang
setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Wilayah.

(4) Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah yang telah ada
dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Daerah / Musyawarah
Pimpinan tingkat Daerah.
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Pasal 8
Wilayah

(1) Wilayah adalah kesatuan Daerah di propinsi yang terdiri atas sekurang-
kurangnya tiga Daerah yang berfungsi

a. Pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Daerah

b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah

c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha

d. Perencanaan program dan kegiatan

(2) Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:

a. Pengajian / kursus berkala untuk anggota Pimpinan Wilayah dan Unsur
Pembantu Pimpinannya serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah
sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

b. Pengajian / kursus muballigh / muballighat tingkat Wilayah sekurang-

kurangnya sekali dalam sebulan

Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
Korps muballigh / muballighat sekurang-kurangnya 30 orang.

e. Kursus kader pimpinan tingkat Wilayah
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f. Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Mu'allimin / Muallimat/
Pondok Pesantren

g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
h. Kantor.

(3) Pengesahan pendirian Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul Daerah
yang bersangkutan.

(4) Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dari Wilayah yang telah ada
dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Wilayah / Musyawarah
Pimpinan tingkat Wilayah.

Pasal 9
Pusat

Pusat adalah kesatuan Wilayah dalam Negara Republik Indonesia yang berfungsi:
a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Wilayah

b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha

d. Perencanaan program dan kegiatan

Pasal 10
Pimpinan Pusat

(1) Pimpinan Pusat bertugas:

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah berdasarkan keputusan Muktamar
dan Tanwir, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya

b. Membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya

c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Wilayah

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan
Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Pusat

(2) Anggota Pimpinan Pusat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.

(3) Anggota Pimpinan Pusat harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Pusat
atau di sekitarnya.

(4) Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir
sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Pusat terpilih.
Selama menunggu keputusan Tanwir, calon tambahan anggota Pimpinan Pusat
sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Pusat.

(5) Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum
Pimpinan Pusat yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan.
Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat dijabat oleh
salah seorang Ketua atas keputusan Pimpinan Pusat.



Pasal 11
Pimpinan Wilayah

(1) Pimpinan Wilayah bertugas:

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam wilayahnya berdasarkan
kebijakan Pimpinan Pusat, keputusan Musyawarah Wilayah, Musyawarah
Pimpinan tingkat Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.

b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan
Pusat dan Unsur Pembantu Pimpinan.

c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Daerah dalam
wilayahnya sesuai dengan kewenangannya

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan
Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Wilayah

(2) Pimpinan Wilayah berkantor di ibu kota propinsi.

(3) Anggota Pimpinan Wilayah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.

(4) Anggota Pimpinan Wilayah harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan
Wilayah atau di sekitarnya.

(5) Pimpinan Wilayah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan
sebagai anggota Tanwir apabila Ketua Pimpinan Wilayah tidak dapat
menunaikan tugasnya sebagai anggota Tanwir.

(6) Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada
Musyawarah Pimpinan Wilayah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah
anggota Pimpinan Wilayah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada
Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat
Wilayah dan ketetapan dari Pimpinan Pusat, calon tambahan anggota Pimpinan
Wilayah sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan
Wilayah.

(7) Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah calon
pengganti Ketua Pimpinan Wilayah yang karena sesuatu hal berhenti dalam
tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada
Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat
Wilayah dan ketetapan dari Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat
oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Wilayah.

Pasal 12
Pimpinan Daerah

(1) Pimpinan Daerah bertugas:

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Daerahnya berdasarkan
kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah
Pimpinan tingkat Daerah, dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.

b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan
Pusat, Pimpinan Wilayah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya

c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Cabang dalam
daerahnya sesuai kewenangannya

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan
Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Daerah

e. Memimpin gerakan dan menjadikan Daerah sebagai pusat administrasi serta
pusat pembinaan sumberdaya manusia



(2) Pimpinan Daerah berkantor di ibu kota Kabupaten / Kota.

(3) Anggota Pimpinan Daerah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.

(4) Anggota Pimpinan Daerah harus berdomisili di Kabupaten / Kotanya.

(5) Pimpinan Daerah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai
anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah apabila Ketua Pimpinan Daerah
tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat
Wilayah.

(6) Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah
Pimpinan Daerah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan
Daerah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah.
Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan
ketetapan dari Pimpinan Wilayah, calon tambahan anggota Pimpinan Daerah
sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Daerah.

(7) Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Daerah calon
pengganti Ketua Pimpinan Daerah yang karena sesuatu hal berhenti dalam
tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada
Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat
Daerah dan ketetapan dari Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat
oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Daerah.

Pasal 13
Pimpinan Cabang

(1) Pimpinan Cabang bertugas:

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Cabangnya berdasarkan
kebijjakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Cabang, dan
Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.

b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan
Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, serta Unsur Pembantu
Pimpinannya

c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Ranting dalam
cabangnya sesuai kewenangannya

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan
Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Cabang

(2) Anggota Pimpinan Cabang dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.

(3) Anggota Pimpinan Cabang harus berdomisili di Cabangnya.

(4) Pimpinan Cabang menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai
anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah apabila Ketua Pimpinan Cabang
tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat
Daerah.

(5) Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah
Pimpinan Cabang sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan
Cabang terpilih, kemudian dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Daerah.
Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan
ketetapan dari Pimpinan Daerah, calon tambahan anggota Pimpinan Cabang
sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Cabang.

(6) Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Cabang calon
pengganti Ketua Pimpinan Cabang yang karena sesuatu hal berhenti dalam
tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada



Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat
Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat
oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Cabang.

Pasal 14
Pimpinan Ranting

(1) Pimpinan Ranting bertugas:

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Rantingnya berdasar kebijakan
Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Ranting, dan Musyawarah
Pimpinan tingkat Ranting

b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan
Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, serta Unsur
Pembantu Pimpinan.

c. Membimbing dan meningkatkan kegiatan anggota dalam rantingnya sesuai
dengan kewenangannya

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan
Organisasi Otonom tingkat Ranting

(2) Anggota Pimpinan Ranting dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.

(3) Anggota Pimpinan Ranting harus berdomisili di Rantingnya.

(4) Pimpinan Ranting menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai
anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang apabila Ketua Pimpinan Ranting
tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat
Cabang.

(5) Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah
Pimpinan Ranting sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan
Ranting terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang.
Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan
ketetapan dari Pimpinan Cabang, calon tambahan anggota Pimpinan Ranting
sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.

(6) Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Ranting calon
pengganti Ketua Pimpinan Ranting yang karena sesuatu hal berhenti dalam
tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada
Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat
Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dijabat
oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Ranting.

Pasal 15
Pemilihan Pimpinan

(1) Syarat anggota Pimpinan Muhammadiyah:

Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam

Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah

Dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah

Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah

Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya

Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan
berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi
Pimpinan tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat
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g. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan
organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua
tingkat

h. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan Muhammadiyah dan amal
usahanya, baik vertikal maupun horisontal

(2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) butir f, g, dan h pasal ini hanya dapat
dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat.

(3) Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau formatur atas
keputusan Musyawarah masing-masing.

(4) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan

ketentuan:
a. Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan
Pusat

b. Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang,
dan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul
Pimpinan Muhammadiyah pada semua tingkatan

c. Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan

(5) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan diatur berdasarkan tata tertib Pemilihan dengan
ketentuan:

a. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul
Pimpinan Pusat

b. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting
ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah
pada setiap tingkatan

Pasal 16
Masa Jabatan Pimpinan

(1) Masa jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan
Pimpinan Ranting sama dengan masa jabatan Pimpinan Pusat.

(2) Pergantian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dengan
segenap Unsur Pembantu Pimpinannya, serta Pimpinan Ranting, disesuaikan
dengan pergantian Pimpinan Pusat dan pelaksanaannya dilakukan setelah
Muktamar dan Musyawarah di atasnya.

(3) Pimpinan-pimpinan dalam Muhammadiyah yang telah habis masa jabatannya,
tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah-terima dengan Pimpinan
yang baru.

(4) Setiap pergantian Pimpinan Muhammadiyah harus menjamin adanya peningkatan
kinerja, penyegaran, dan kaderisasi pimpinan.

Pasal 17
Ketentuan Luar Biasa

Pimpinan Pusat dalam keadaan luar biasa dapat mengambil ketetapan lain terhadap
masalah Pimpinan yang diatur dalam pasal 11 sampaidengan 16.



Pasal 18
Penasihat

(1) Penasihat terdiri atas perorangan yang diangkat oleh Pimpinan Muhammadiyah
masing-masing tingkat.

(2) Penasihat bertugas memberi nasihat kepada Pimpinan Muhammadiyah, baik
diminta maupun atas kemauan sendiri.

(3) Syarat untuk dapat diangkat sebagai penasihat:
a. Anggota Muhammadiyah
b. Pernah menjadi anggota Pimpinan Muhammadiyah, atau mempunyai

pengalaman dalam organisasi atau memiliki keahlian bidang tertentu

Pasal 19
Unsur Pembantu Pimpinan

(1) Pengertian dan Pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan:
a. Majelis:

1. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan
pokok dalam bidang tertentu.

2. Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan
Daerah, dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan
kebutuhan.

b. Lembaga:

1. Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang
bersifat khusus.

2. Lembaga dibentuk oleh Pimpinan Pusat di tingkat pusat.

3. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, apabila dipandang perlu, dapat
membentuk lembaga tertentu di tingkat masing-masing dengan
persetujuan Pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya.

(2) Ketentuan lain tentang Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Qa‘idah yang
dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 20
Organisasi Otonom

(1) Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Muhammadiyah
guna membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai
bidang-bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud dan
tujuan Muhammadiyah.

(2) Organisasi Otonom dibedakan dalam dua kategori:

a. Organisasi Otonom Umum adalah organisasi otonom yang anggotanya
belum seluruhnya anggota Muhammadiyah

b. Organisasi Otonom Khusus adalah organisasi otonom yang seluruh
anggotanya  anggota =~ Muhammadiyah, @ dan  diberi = wewenang
menyelenggarakan amal wusaha yang ditetapkan oleh Pimpinan
Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang
membidanginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha
tersebut



(3) Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir atas
usul Pimpinan Pusat.

(4) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Qa'idah Organisasi
Otonom yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 21
Muktamar

(1) Muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh
Pimpinan Pusat.
(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Muktamar
ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
(3) Undangan dan acara Muktamar dikirim kepada anggota Muktamar selambat-
lambatnya tiga bulan sebelum Muktamar berlangsung.
(4) Acara Muktamar:
a. Laporan Pimpinan Pusat tentang:
1. Kebijakan Pimpinan.
2. Organisasi.
3. Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Tanwir.
4. Keuangan.

b. Program Muhammadiyah

c. Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat dan penetapan Ketua Umum
d. Masalah Muhammadiyah yang bersifat umum

e. Usul-usul

(5) Muktamar dihadiri oleh:
a. Anggota Muktamar terdiri atas:
1. Anggota Pimpinan Pusat.
2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh
Pimpinan Pusat.
3. Anggota Tanwir wakil Wilayah.
4. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh
Pimpinan Wilayah.
5. Wakil Daerah sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya
tujuh orang, berdasar atas perimbangan jumlah Cabang dalam tiap
Daerah, atas dasar keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah. Ketentuan
perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing tiga
orang, diantaranya dua orang wakilnya dalam Tanwir.
b. Peserta Muktamar terdiri atas:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh
Pimpinan Pusat.
c. Peninjau Muktamar ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat
(6) Anggota Muktamar berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta
Muktamar berhak menyatakan pendapat. Peninjau Muktamar tidak mempunyai
hak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
(7) Keputusan Muktamar harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-
lambatnya dua bulan sesudah Muktamar.



(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu
berlangsungnya Muktamar diatur oleh penyelenggara.

Pasal 22
Muktamar Luar Biasa

(1) Muktamar Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan Tanwir atas usul
Pimpinan Pusat atau dua pertiga Pimpinan Wilayah.

(2) Undangan dan acara Muktamar Luar Biasa dikirim kepada Anggota Muktamar
selambat-lambatnya satu bulan sebelum Muktamar Luar Biasa berlangsung.

(3) Ketentuan-ketentuan pasal 21 berlaku bagi penyelenggaraan Muktamar Luar
Biasa, kecuali ayat (3) dan ayat (4).

(4) Muktamar Luar Biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota
Muktamar dan keputusannya diambil sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang
hadir.

Pasal 23
Tanwir

(1) Tanwir diadakan oleh Pimpinan Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya
seperempat dari jumlah anggota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat.
(2) Tanwir diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin Pimpinan
Pusat.
(3) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Tanwir ditetapkan
oleh Pimpinan Pusat.
(4) Undangan dan acara Tanwir dikirim kepada Anggota Tanwir selambat-
lambatnya satu bulan sebelum Tanwir berlangsung.
(5) Acara Tanwir:
a. Laporan Pimpinan Pusat
b. Masalah yang oleh Muktamar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga diserahkan kepada Tanwir
c. Masalah yang akan dibahas dalam Muktamar sebagai pembicaraan
pendahuluan
d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya
Muktamar
e. Usul-usul
(6) Tanwir dihadiri oleh:
a. Anggota Tanwir terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Pusat.

2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang telah disahkan oleh
Pimpinan Pusat.

3. Wakil Wilayah terdiri dari unsur Pimpinan Wilayah dan atau Pimpinan
Daerah antara 3 sampai 5 orang berdasarkan perimbangan daerah dalam
wilayah atas dasar keputusan Musyawarah Wilayah atau Musyawarah
Pimpinan Wilayah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan
Pusat.

4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing dua
orang.

b. Peserta Tanwir terdiri dari:



1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh
Pimpinan Pusat.
c. Peninjau Tanwir ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.

(7) Anggota Tanwir berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta
Tanwir berhak menyatakan pendapat. Peninjau Tanwir tidak berhak menyatakan
pendapat, memilih, dan dipilih.

(8) Keputusan Tanwir harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-
lambatnya satu bulan sesudah Tanwir.

(9) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Sidang
Tanwir diatur oleh penyelenggara.

Pasal 24
Musyawarah Wilayah

(1) Musyawarah Wilayah diselengarakan oleh dan atas tanggungjawab serta
dipimpin oleh Pimpinan Wilayah.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah
Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Wilayah dikirim kepada Anggota Musyawarah
Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Wilayah
berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Wilayah:

a. Laporan Pimpinan Wilayah tentang:

1. Kebijakan Pimpinan.

2. Organisasi.

3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, Tanwir, Instruksi Pimpinan
Pusat, pelaksanaan keputusan Musyawarah Wilayah , Musyawarah
Pimpinan Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.

4. Keuangan.

Program Wilayah

Pemilihan Anggota Pimpinan Wilayah dan pengesahan Ketua

Pemilihan Anggota Tanwir Wakil Wilayah

Masalah Muhammadiyah dalam Wilayah
f. Usul-usul

(5) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh:

a. Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
1. Anggota Pimpinan Wilayah yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh
Pimpinan Wilayah.
3. Wakil daerah Sebanyak tiga orang.
4. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh
Pimpinan Daerah.
5. Wakil Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah
berdasarkan atas perimbangan jumlah Ranting pada tiap-tiap Cabang.
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah masing-masing dua
orang.
b. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas:
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1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah, masing-masing dua
orang.
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh
Pimpinan Wilayah.
c. Peninjau Musyawarah Wilayah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan
Wilayah
(6) Anggota Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan
dipilih. Peserta Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat. Peninjau
Musyawarah Wilayah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
(7) Keputusan Musyawarah Wilayah harus dilaporkan kepada Pimpinan Pusat
selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Wilayah. Apabila dalam
waktu satu bulan sesudah laporan dikirim, tidak ada keterangan atau keberatan
dari Pimpinan Pusat, maka keputusan Musyawarah Wilayah dapat ditanfidzkan
oleh Pimpinan Wilayah.
(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu
Musyawarah Wilayah diatur oleh penyelenggara.

Pasal 25
Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta
dipimpin oleh Pimpinan Daerah.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah
Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Daerah dikirim kepada Anggota Musyawarah
Daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Daerah
berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Daerah:

a. Laporan Pimpinan Daerah tentang:

1. Kebijakan Pimpinan.

2. Organisasi.

3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah dan Pimpinan di atasnya
serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan
Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.

4. Keuangan.

Program Daerah

Pemilihan Anggota Pimpinan Daerah dan pengesahan Ketua

Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah

Masalah Muhammadiyah dalam Daerah
f.  Usul-usul

(5) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:

a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
1. Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
2. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh
Pimpinan Daerah.
3. Wakil Cabang sebanyak tiga orang.
4. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang sudah disahkan oleh
Pimpinan Cabang.
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5. Wakil Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah
berdasarkan jumlah anggota.
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah masing-masing dua
orang.
b. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah, masing-masing dua
orang.
2. Undangan Khusus dari kalangan Muhammadiyah, yang ditentukan oleh
Pimpinan Daerah.
c. Peninjau Musyawarah Daerah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan
Daerah

(6) Anggota Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan
dipilih. Peserta Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat. Peninjau
Musyawarah Daerah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(7) Keputusan Musyawarah Daerah harus dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah
selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Daerah. Apabila dalam
waktu satu bulan sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan
dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan Musyawarah Daerah dapat ditanfidzkan
oleh Pimpinan Daerah.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu
Musyawarah Daerah diatur oleh penyelenggara.

Pasal 26
Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta
dipimpin oleh Pimpinan Cabang.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah
Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Cabang dikirim kepada Anggota Musyawarah
Cabang selambat-lambatnya 15 hari sebelum Musyawarah Cabang berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Cabang:

a. Laporan Pimpinan Cabang tentang:

1. Kebijakan Pimpinan.

2. Organisasi.

3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya
serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah
Pimpinan Cabang.

4. Keuangan.

Program Cabang

Pemilihan Anggota Pimpinan Cabang dan pengesahan Ketua

Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang

Masalah Muhammadiyah dalam Cabang
f.  Usul-usul

(5) Musyawarah Cabang dihadiri oleh:

a. Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
1. Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
2. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang telah disahkan oleh
Pimpinan Cabang.
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3. Wakil Ranting sebanyak tiga orang.
4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang masing-masing dua
orang.
b. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang, masing-masing dua
orang.
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh
Pimpinan Cabang.
c. Peninjau Musyawarah Cabang ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan
Cabang.

(6) Anggota Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat, memilih, dan
dipilih. Peserta Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat. Peninjau
Musyawarah Cabang tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(7) Keputusan Musyawarah Cabang harus dilaporkan kepada Pimpinan Daerah
selambat-lambatnya 15 hari sesudah Musyawarah Cabang. Apabila dalam waktu
15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari
Pimpinan Daerah, maka keputusan Musyawarah Cabang dapat ditanfidzkan oleh
Pimpinan Cabang.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu
Musyawarah Cabang diatur oleh penyelenggara.

Pasal 27
Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta
dipimpin oleh Pimpinan Ranting.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah
Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Ranting dikirim kepada Anggota Musyawarah
Ranting selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Musyawarah Ranting
berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Ranting:

a. Laporan Pimpinan Ranting tentang:

1. Kebijakan Pimpinan.

2. Organisasi.

3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya
serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Ranting dan Musyawarah
Pimpinan Ranting.

4. Keuangan.

b. Program Ranting

c. Pemilihan Anggota Pimpinan Ranting dan pengesahan Ketua
d. Masalah Muhammadiyah dalam Ranting

e. Usul-usul

(5) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
a. Anggota Musyawarah Ranting:
1. Anggota Muhammadiyah.
2. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting.
b. Peserta Musyawarah Ranting ialah undangan khusus dari kalangan
Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting



c. Peninjau Musyawarah Ranting ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan
Ranting

(6) Anggota Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat, memilih, dan
dipilih. Peserta Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat. Peninjau
Musyawarah Ranting tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(7) Keputusan Musyawarah Ranting harus dilaporkan kepada Pimpinan Cabang
selambat-lambatnya 15 hari setelah Musyawarah Ranting. Apabila dalam waktu
15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari
Pimpinan Cabang, maka keputusan Musyawarah Ranting dapat ditanfidzkan oleh
Pimpinan Ranting.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu
Musyawarah Ranting diatur oleh penyelenggara.

Pasal 28
Musyawarah Pimpinan

(1) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta
dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan
Pimpinan Ranting, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa jabatan.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah
Pimpinan ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Pimpinan dikirim kepada anggota
Musyawarah Pimpinan selambat-lambatnya:

a. Tingkat Wilayah dan Daerah, satu bulan,
b. Tingkat Cabang, 15 hari,
c. Tingkat Ranting, tujuh hari,
sebelum Musyawarah Pimpinan berlangsung.
(4) Acara Musyawarah Pimpinan:
a. Laporan pelaksanaan kegiatan
b. Masalah yang oleh Musyawarah atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga diserahkan kepada Musyawarah Pimpinan
c. Masalah yang akan dibahas dalam Musyawarah sebagai pembicaraan
pendahuluan
d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya
Musyawarah
e. Usul-usul
(5) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh:
a. Pada tingkat Wilayah:
1. Anggota:
(a) Anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat
(b) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang telah disahkan oleh
Pimpinan Wilayah
(c) Wakil Daerah tiga orang
(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Wilayah dua orang
2. Peserta:
(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
(b) Undangan khusus
b. Pada tingkat Daerah:
1. Anggota:



(a) Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan
Wilayah
(b) Ketua Pimpinan Cabang
(c) Wakil Cabang tiga orang
(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Daerah dua orang
2. Peserta:
(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
(b) Undangan khusus
c. Pada tingkat Cabang:
1. Anggota:
(a) Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah
(b) Ketua Pimpinan Ranting
(c) Wakil Ranting tiga orang
(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Cabang dua orang.
2. Peserta:
(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
(b) Undangan khusus
d. Pada tingkat Ranting:

1. Anggota:
a. Anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Pimpinan
Cabang

b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting dua orang.
2. Peserta (undangan khusus).

(6) Anggota Musyawarah Pimpinan berhak menyatakan pendapat, memilih, dan
dipilih. Peserta berhak pendapat.

(7) Keputusan Musyawarah Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh
Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan sampai diubah atau dibatalkan
oleh keputusan Musyawarah Wilayah / Daerah / Cabang / Ranting, selambat-
lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Pimpinan berlangsung

Pasal 29
Keabsahan Musyawarah

Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari anggota
Musyawarah. Apabila anggota Musyawarah tidak memenuhi jumlah dua pertiga,
maka Musyawarah ditunda selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka kembali.
Apabila anggota Musyawarah belum juga memenuhi jumlah dua pertiga, maka
Musyawarah ditunda lagi selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka serta
dinyatakan sah tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran anggota Musyawarah.

Pasal 30
Keputusan Musyawarah

(1) Keputusan Musyawarah diambil dengan cara mufakat.

(2) Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan
suara dengan suara terbanyak mutlak.

(3) Keputusan Musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan suara dapat
dilakukan secara terbuka atau tertutup / rahasia.



Pasal 31
Rapat Pimpinan

(1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Anggaran Dasar dihadiri
oleh:
a. Pada tingkat Pusat:
1. Anggota Pimpinan Pusat.
2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah.
3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Pusat.
4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
b. Pada tingkat Wilayah:
1. Anggota Pimpinan Wilayah.
2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah.
3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
c. Pada tingkat Daerah:
1. Anggota Pimpinan Daerah.
2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.
3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Daerah.
4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
(2) Ketentuan pelaksanaan dan acara Rapat Pimpinan ditentukan oleh Pimpinan
Muhammadiyah masing-masing tingkat.
(3) Keputusan Rapat Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan
Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 32
Rapat Kerja Pimpinan

(1) Rapat Kerja Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas
tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah,
Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Ranting untuk membahas
pelaksanaan program dan mendistribusikan tugas kepada Unsur Pembantu
Pimpinan Muhammadiyah.

(2) Rapat Kerja Pimpinan dihadiri oleh:

a. Pada tingkat Pusat:

1. Anggota Pimpinan Pusat.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.

3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
b. Pada tingkat Wilayah:

1. Anggota Pimpinan Wilayah.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.

3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
c. Pada tingkat Daerah:

1. Anggota Pimpinan Daerah.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.

3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah.
d. Pada tingkat Cabang:

1. Anggota Pimpinan Cabang.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.



3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang
e. Pada tingkat Ranting:
1. Anggota Pimpinan Ranting.
2. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Ranting.
(4) Keputusan Rapat Kerja Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh
Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 33
Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan

(1) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh
dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan
pada setiap tingkatan untuk membahas penyelenggaraan program sesuai
pembagian tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah.

(2) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan dihadiri oleh:

a. Pada tingkat Pusat:
1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
3. Undangan.

b. Pada tingkat Wilayah:
1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
3. Undangan.

c. Pada tingkat Daerah:
1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
3. Undangan.

d. Pada tingkat Cabang:
1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
2. Wakil Pimpinan Ranting.
3. Undangan.

(3) Keputusan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan mulai berlaku setelah
ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 34
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

(1) Seluruh keuangan dan kekayaan Muhammadiyah, termasuk keuangan dan
kekayaan Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada
semua tingkat secara hukum milik Pimpinan Pusat.

(2) Pengelolaan keuangan dan kekayaan :

a. Pengelolaan keuangan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Muhammadiyah
b. Pengelolaan kekayaan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Jurnal

(3) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah

ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.



Pasal 35
Pengawasan Keuangan dan Kekayaan

(1) Pengawasan keuangan dan kekayaan dilakukan terhadap Pimpinan
Muhammadiyah, Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi
Otonom pada semua tingkat.

(2) Ketentuan tentang pengawasan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah
ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 36
Laporan

Laporan terdiri dari:

1. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Pimpinan Muhammadiyah dan Unsur
Pembantu Pimpinan disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah
masing-masing tingkat, Tanwir, atau Muktamar.

2. Laporan tahunan tentang perkembangan Muhammadiyah, termasuk laporan
Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom, dibuat oleh masing-masing
Pimpinan dan disampaikan kepada Pimpinan di atasnya untuk dipelajari dan
ditindaklanjuti.

3. Pimpinan Amal Usaha membuat laporan tahunan disampaikan kepada Unsur
Pembantu Pimpinan dengan tembusan kepada Pimpinan Muhammadiyah untuk
dipelajari dan ditindaklanjuti.

Pasal 37
Ketentuan Lain-lain

(1) Muhammadiyah menggunakan Tahun Takwim dimulai tanggal 1 Januari dan
berakhir tanggal 31 Desember.

(2) Surat-surat resmi Muhammadiyah menggunakan tanggal Hijriyah dan Miladiyah.

(3) a.Surat resmi Muhammadiyah ditandatangani:

1. Di tingkat Pusat oleh Ketua Umum / Ketua bersama Sekretaris Umum /
Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh
Ketua Umum / Ketua bersama Bendahara Umum / Bendahara.

2. Di tingkat Wilayah ke bawah ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua
bersama Sekretaris / Wakil Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah
keuangan ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua bersama Bendahara /
Wakil Bendahara.

b. Surat-surat yang bersifat rutin dapat ditandatangani oleh Sekretaris Umum /
Sekretaris atau petugas yang ditunjuk
(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh
Pimpinan Pusat.

Pasal 38
Penutup

(1) Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45
yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H



bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai

berlaku sejak ditanfidzkan.
(2) Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran Rumah Tangga

sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
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PREZIDEMN
REPUBLIK INDOMESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985
Tentang
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a.

bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia,
kemerdekaan Warganegara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi
dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing
dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan
upaya untuk terus meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan
masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan
kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan
pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai
peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh
lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan
bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan
Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional;

bahwa mengingat pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf c, dan sejalan pula dengan usaha pemantapan penghayatan dan
pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, maka Organisasi Kemasyarakatan
perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas;

e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatan

peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan nasional, dipandang perlu
untuk menetapkan pengaturannya dalam Undang-undang;

Mengingat :

1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;



2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara:

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah
organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
(2) Asas sebagahnana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3
Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat
kekhususannya dalun rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pasal 4
Organisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran
Dasarnya.



BAB III
FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal §

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :

a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;

b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan
organisasi:

c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;

d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik
antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi
Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/
Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Pasal 6
Organisasi Kemasyarakatan berhak :
a.melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.

Pasal 7
Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban :
a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 8
Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan
berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

BAB IV
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9
Setiap Warganegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi
Kemasyarakatan.

Pasal 10
Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan
dalam Anggaran Dasarnya.



BAB V
KEUANGAN

Pasal 11
Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :
a. iuran anggota;
b. sumbangan yang tidak mengikat;
c. usaha lain yang sah.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 12
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13
Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi
Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan:
a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan
Negara.

Pasal 14
Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat
membubarkan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 15
Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memenuhi
ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18.

Pasal 16
Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan,
dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi,
paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Pasal 17



Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
Dengan berlakunya Undang-undang ini Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada
diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang ini, yang
harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai
berlakunya Undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penampatannya dalam Lembaran Negara Repubhk Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TTD
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, S.H.



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu
dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat
Indonesia. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut di atas, maka
pembangunan merupakan pengamalan Pancasila.

Dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan tersebut, maka terdapat dua
masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional menuntut
keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warganegara Republik Indonesia.
Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka
keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia
terhadap Pancasila.

Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar.
Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan
adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha
untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk
memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang
berorientasi kepada pembangunan nasional.
Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga
pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok,
yaitu :

1. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan
kepada masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah :

a. makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia
untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional;

2. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara
berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat
Warganegara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan
nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar
1945.

Oleh karena pembangunan merupakan pengamalan Pancasila, dan tujuan serta
subyeknya adalah manusia dan seluruh masyarakat Warganegara Republik Indonesia
yang ber-Pancasila, maka adalah wajar bilamana Organisasi Kemasyarakatan juga
menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat,



berbangsa, dan bernegara, dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai
masyarakat Pancasila.

Dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka agama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber motivasi dan inspirasi
bagi para pemeluknya, dan mendapat tempat yang sangat terhormat.
Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah
berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di-Pancasilakan;
antara keduanya tidak ada pertentangan nilai. Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk
atas dasar kesamaan agama menetapkan tujuannya dan menjabarkannya dalam program
masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya, dan dengan semakin meningkat dan
meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa harus semakin diamalkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun
kehidupan sosial kemasyarakatan.

Undang-undang ini tidak mengatur peribadatan, yang merupakan perwujudan
kegiatan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya. Dengan Organisasi
Kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, yang mampu meningkatkan keikutsertaan
secara aktif manusia dan seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional,
maka perwujudan tujuan nasional dapat dipercepat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Salah satu ciri penting dalam Organisasi Kemasyarakatan adalah kesuka-relaan
dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat Warganegara Republik
Indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam Organisasi
Kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat
kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi,
fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi atau
perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat Warganegara
Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Warganegara Republik Indonesia
dan warganegara asing, termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuan-
ketentuan Undang-undang ini.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Praja Muda
Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dan lain sebagainya,
serta organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara
Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti Koperasi,
Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam pengertian Organisasi
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Sekalipun demikian dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan
Pancasila, organisasi atau perhimpunan tersebut juga berkewajiban untuk menjadikan
Pancasila sebagai satu-satunya azas dan mengamalkannya dalam setiap kegiatan.



Pasal 2

Dalam pasal ini pengertian asas meliputi juga kata "dasar", "landasan", "pedoman
pokok", dan kata-kata lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan asas.
Yang dimaksud dengan 'Pancasila" ialah yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus dipegang
teguh oleh setiap Organisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan tercapainya tujuan
dan dalam melaksanakan program masing-masing.

Pasal 3

Setiap organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing, yang sesuai
dengan sifat kekhususannya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Undang-
undang ini. Berdasarkan tujuan tersebut di atas Organisasi Kemasyarakatan dapat
menetapkan programkegiatanyangdikehendaki. Yang penting adalah, bahwa tujuan dan
program yang dikehendaki dan ditetapkannya itu harus tetap berada dalam rangka
mencapai TujuanNasional. Yang dimaksud dengan "tujuan nasional sebagaimana
termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945" ialah "melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a
Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat kekhususannya
masing-masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi Kemasyarakatan berusaha
melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya.

Huruf b

Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya
merupakan tempat penempaan kepemimpinan dan peningkatan keterampilan yang dapat
disumbangkan dalam pembangunan disegala bidang.

Huruf ¢

Pembangunan adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Organisasi Kemasyarakatan sebagai
wadah peranserta anggota masyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.

Huruf d
Cukup jelas.



Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan
fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan
pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama,
dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Yang dimaksud dengan "satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis" ialah
hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk Organisasi Kemasyarakatan
pemuda dalam wadah yang sekarang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia
(KNPI), untuk Organisasi Kemasyarakatan tani dalam wadah yang sekarang bernama
Himpunan  Kerukunan Tani  Indonesia  (HKTI), dan lain  sebagainya.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diperlukan dalam rangka
membimbing, mengayomi, dan mendorong Organisasi Kemasyarakatan kearah
pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang
ini.

Pasal 13
Pasal 14

Pasal 15

Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat dan
membubarkan Organisasi Kemasyarakatan adalah Pemerintah. Yang dimaksud dengan
"Pemerintah" dalam pasal-pasal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat
I yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu
Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada:

a. Pemerintah Pusat bagi Organisasi kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya

bersifat nasional;



b. Gubernur bagi organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas
dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan;

c. Bupati/Walikotamadya bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup
keberadaannya terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
Pembekuan dan pembubaran dapat 'dilakukan setelah mendengar keterangan dari
Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan
setelah memperoleh pertimbangan dalam segi hukum dari Mahkamah Agung untuk
tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya
setelah memperoleh pertimbangan dari instansi yang berwenang sehingga dapat
dipertanggungjawabkan dari semua segi, bersifat mendidik, dalam rangka pembinaan
yang positif, dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembubaran merupakan upaya terakhir.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan "ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya"
ialah segala ideologi, paham, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila sebagai

pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, serta Undang-Undang
Dasar 1945.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Organisasi Kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
sebelum berlakunya Undang-undang ini, baik yang berstatus badan hukum maupun tidak,
sepenuhnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, dan oleh karenanya
Organisasi Kemasyarakatan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun
setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan diri dengan
ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Status badan hukum yang diperoleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas tetap
berlangsung sampai adanya peraturan perundang-undangan nasional tentang badan
hukum.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1986

TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan, dipandang perlu mengeluarkan Peraturan
Pemerintah yang mengatur ketentuan pelaksanaan Undang-undang
tersebut;

Mengingat: 1. Pasal5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan.

2. Organisasi kemasyarakatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-
undang.

3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat | adalah Gubernur
Kepala Daerah Tingkat | dan Pemerintah Daerah Tingkat [l adalah
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
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Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan
mendorong organisasi kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri,
mampu berperanserta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan
pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Pembinaan umum adalah pembinaan di bidang politik dalam rangka memantapkan
kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin persatuan dan kesatuan
bangsa, berperanserta secara aktif data pembangunan nasional sebagai pengamalan
Pancasila.

Pembinaan tehnis adalah pembinaan yang berkaitan dengan sifat kekhususan
organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

BAB I
PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 2

Anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela dapat
membentuk organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,
agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, Pengurusnya memberitahukan
secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat4ambatnya 2 (dua)
bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga dan Susunan Pengurus.

Pasal 3

Setiap organisasi kemasyarakatan harus mempunyai Anggaran Dasar.

Dalam pasal Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dicantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan tujuan organisasi sesuai
dengan sifat kekhususannya.

Dengan dicantumkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) tidak dibenarkan mencantumkan kata lain seperti dasar,
landasan, pedoman pokok, atau kata lain yang dapat mengaburkan pengertian asas
tersebut.

Sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kesamaan dalam
kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
dan tidak dibenarkan dicantumkan dalam pasal atau bab tentang Asas.

Pasal 4

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, organisasi kemasyarakatan dapat menetapkan
program-programnya yang dirumuskan secara jelas dan realistis sesuai dengan sifat
Kekhususannya.
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Pasal 5

Pemerintah melakukan penelitian berkas surat pemberitahuan dalam hubungannya
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(1)

()

©)

(1)
()

BAB Il
FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-

undang, organisasi kemasyarakatan dapat melakukan:

a. rapat, lokakarya, seminar, dan pertemuan lain-lain;

b. pendidikan dan latihan keterampilan;

c. pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain;

d. kegiatan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan hak hidupnya, organisasi

kemasyarakatan berhak :

a. menyusun rencana dan program kegiatan, dan menyelenggarakan berbagai
kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi;

b. membela dan menunjang nama baik organisasinya dengan berbagai kegiatan
yang berguna bagi anggotanya dan/atau masyarakat.

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban :

a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

b. menghayati, mengamalkan, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 antara lain dengan berusaha mengikutkan anggotanya dalam
pelaksanaan Penataran P4;

c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan
kepentingan nasional diatas kepentingan perorangan maupun golongan.

BAB IV
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

Anggota organisasi kemasyarakatan pada dasarnya terdiri atas warganegara Republik
Indonesia.

Hal-hal mengenai keanggotaan organisasi kemasyarakatan ditentukan dalam
Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan yang
bersangkutan.

Pasal 8

Organisasi kemasyarakatan melakukan pendaftaran anggota dan memelihara daftar
anggota untuk menjaga tertib administrasi yang tata caranya diatur dan ditetapkan oleh
organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
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)
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Pasal 9

Struktur Organisasi dan susunan kepengurusan diatur dalam Anggaran Dasar
dan/atau Anggaran Rumah Tangga Organisasi kemasyarakatan.

Organisasi kmasyarakatan bersifat mandiri, tidak menjadi anggota organisasi
kekuatan sosial politik, serta tidak menggunakan atribut yang sama.

Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan
ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

Penentuan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Propinsi,
Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan keberadaannya, diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Organisasi kemasyarakatan dapat memasang papan nama dan lambang organisasi pada
semua tingkat kepengurusan yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

(1)

(@)

(1)

)

@)

BAB V
KEUANGAN

Pasal 12

Keuangan organisasi kemasyarakatan diperoleh dari:

a. iuran anggota yang pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi
kemasyarakatan yang bersangkutan;

b. sumbangan yang tidak mengikat baik dari dalam negeri maupun luar negeri;

c. usaha lain yang sah.

Bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan yang diperoleh dari luar

negeri harus dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 13

Guna meningkatkan kegiatan organisasi kemasyarakatan, Pemerintah melakukan
pembinaan umum dan pembinaan tehnis dalam bentuk bimbingan, pengayoman, dan
pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri.
Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan,
nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kemasyarakatan
dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan
baik.

Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(4) Pemberian dorongan dilakukan dongan cara menggairahkan, menggerakkan
kreativitas dan aktivitas yang positip, memberikan penghargaan dan kesempatan
untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal
untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, pembinaan organisasi
kemasyarakatan diupayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan
pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya.

Pasal 15

Pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri,
Gubernur, Bupati Walikotamadya sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi
kemasyarakatan yang bersangkutan

Pasal 16

(1) Pembinaan tehnis organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri dan/atau
Pirnpinan Lembaga non Departemen yang membidangi sifat kekhususan organisasi
kemasyarakatan yang bersangkutan.

(2) Pelaksanaan pembinaan tehnis organisasi kemasyarakatan di daerah dilakukan oleh
instansi tehnis di bawah koordinasi Gubernur, Bupati/Walikotamadya.

Pasal 17

Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna dalam pembinaan umum dan pembinaan
tehnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Menteri Dalam Negeri
melakukan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vi
TATA CARA PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 18

(1) Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan
dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan
Pemerintah Pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan
kepentingan bangsa dan negara, dapat dibekukan kepengurusannya.

(2) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 19

Kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18, meliputi :
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menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;

merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan Pemerintah;
menghambat pelaksanaan program pembangunan;

kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

®Pae0oTw

Pasal 20

Bantuan dari pihak asing yang harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan :
a. keuangan;

b. peralatan;
c. tenaga;
d. fasilitas.

Pasal 21

Bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan :

a. yang dapat merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain;

b. yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap
keselamatan negara;

c. Yyang dapat mengganggu stabilitas nasional;

d. yang dapat merugikan politik luar negeri.

Pasal 22

Q) Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembekuan terlebih dahulu melakukan
tegoran secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan jarak waktu 10
(sepuluh) hari kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organic
kemasyarakatan yang bersangkutan.

(2 Apabila tegoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterima surat tegoran, Pemerintah memanggil
Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat sesuai dengan ruang lingkup
keberadaannya untuk didengar keterangannya.

3 Apabila panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi atau
setelah didengar keterangannya ternyata organisasi kemasyarakatan yang
bersangkutan masih tetap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18, Pasal 19, Pasal, 20, dan Pasal 21, maka Pemerintah membekukan Pengurus,
Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang

bersangkutan.
4) Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) :
a. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional,
Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari
Mahkamah Agung.
b. Bagi organisasi kemasyarakatari yang mempunyai ruang lingkup Propinsi

atau Kabupaten/Kotamadya, Gubernur atau Bupati/Walikotamadya meminta
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(5)

(1)

)
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(4)

(1)

)

@)

pertimbangan dari instansi yang berwenang di daerah dan petunjuk Menteri
Dalam Negeri dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pembekuan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubemur,
Bupati/Walikotamadya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan
kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi yang
bersangkutan serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 23

Tindakan  pembekuan dapat juga dilakukan oleh  Gubernur atau
Bupati/Walikotamadya terhadap pengurus Daerah dari organisasi kemasyarakatan
yang mempunyai ruang lingkup Nasional yang berada di wilayahnya apabila
melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,Pasal 19, Pasal 20
dan Pasal 21.

Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan cara
yang diatur dalam Pasal 22.

Sebelum melalukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Gubernur atau Bupati/Walikotamadya meminta pertimbangan dan petunjuk Menteri
Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri sebelum memberi pertimbangan dan petunjuk terlebih dahulu
mendengar keterangan dari Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang
bersangkutan.

Pasal 24

Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mencabut kembali pembekuan
Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat apabila organisasi
kemasyarakatan yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan
pembekuannya;

b. mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi;

C. mengganti Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang

melakukan kesalahan tersebut.
Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan
secara tertulis kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi
kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.
Dengan dicabutnya pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan kembali.

Pasal 25

Apabila Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang dibekukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) masih tetap melakukan kegiatan yang mengakibatkan
pembekuan, organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat dibubarkan oleh
Pemerintah.
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Pasal 26

Organisasi kemasyarakatan kecuali yang tersebut dalam Pasal 28 yang melanggar
ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang dapat dibubarkan
oleh Pemerintah.

Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembubaran, terlebih dahulu memberikan
peringatan tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan untuk
segera menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7
Undang-undang.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima peringatan tertulis,
organisasi kemasyarakatan tersebut masih belum memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah dapat membubarkan organisasi
kemasyarakatan yang bersangkutan.

Sebelum melakukan tindakan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) :

a. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional,
Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari
Mahkamah Agung.

b. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Propinsi

atau Kabupaten/Kotamadya, Gubemur atau Bupati/Walikotamadya meminta
pertimbangan dan saran dari instansi yang berwenang di daerah serta
petunjuk dari Menteri Dalam Negeri dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pembubaran yang  dilakukan  oleh Pemerintah Pusat, Gubernur,
Bupati/Walikotamadya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan
kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi
kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27

Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang menganut,
mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-
Leninisme serta ideologi paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan
perwujudannya, sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi
kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pembubaran dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setelah dibubarkan, organisasi kemasyarakatan tersebut dinyatakan sebagai
organisasi terlarang.

Keputusan pembubaran dan pernyataan sebagai organisasi terlarang disampaikan
secara tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang dibubarkan tersebut dan
diumumkan kepada masyarakat.
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BAB IlI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Organisagi kemasyarakatan yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya
Undang-undang, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai
dengan ruang lingkup keberadaannya tentang penyesuaian terhadap ketentuan
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 1987.
Organisasi kemasyarakatan yang telah memberitahukan secara tertulis tetapi
ternyata belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan
Pasal 7 Undang-undang, oleh Pemerintah diberikan peringatan secara tertulis agar
menyesuaikan dengan ketentuan dan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).

Organisasi kemasyarakatan yang setelah tanggal 17 Juni 1987 tidak
memberitahukan secara tertulis mengenai penyesuaian terhadap Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 4, dan Pasal 7 Undang-undang, atau organisasi kemasyarakatan yang diberi
peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan tetapi temyata masih tetap
belum memenuhi persyaratan maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan
dibubarkan oleh Pemerintah.

Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberitahukan kepada
organisasi yang dibubarkan tersebut dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam

Negeri.
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Pasal 30
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1986
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SUDHARMONGO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 24
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1986

TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

UMUM

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan agar dapat berlaku secara berdayaguna dan berhasil- guna
ditengah-tengah masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan
Pemerintah ini diatur lebih lanjut hal-hal mengenai pembentukan, fungsi, hak dan
kewajiban, keanggotaan dan kepengurusan, keuangan, pembinaan, pembekuan dan
pembubaran organisasi kemasyarakatan, dan penyesuaian bagi organisasi
kemasyarakatan yang telah ada.

Pembentukan organisasi kemasyarakatan adalah salah satu perwujudan dari kemerdekaan
berserikat dan berkumpul bagi warganegara Republik Indonesia yang didasarkan atas sifat
kekhususan organisasi kemasyarakatan tersebut untuk berperanserta dalam
pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Sifat kekhususan organisasi
kemasyarakatan adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan organisasi kemasyarakatan
disesuaikan dengan sifat kekhususannya yang dijabarkan lebih lanjut dalam
program-programnya dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Dalam rangka penataan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pembentukan organisasi
kemasyarakatan oleh Pengurusnya diberitahukan kepada Pemerintah.

Dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan
keseimbangan antara hak dan kewajibannya yang dapat dipertanggungjawabkan, baik
terhadap anggotanya, maupun terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Keanggotaan organisasi kemasyarakatan adalah bersifat sukarela, yang pelaksanaannya
diserahkan kepada organisasi yang bersangkutan, namun demi adanya tertib administrasi
diperlukan pendaftaran anggota.

Dalam pada itu dititik dari ruang lingkup keberadaannya organisasi kemasyarakatan dapat
dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) kriteria yakni organisasi kemasyarakatan yang
mempunyai ruang lingkup Nasional, ruang lingkup Propinsi dan ruang lingkup
Kabupaten/Kotamadya. Pengelompokkan dimaksud adalah dalam rangka pengembangan
organisasi kemasyarakatan.

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat
tumbuh dan berkembang secara sehat dan mandiri, sehingga dapat memberikan pengaruh
positip dalam mendinamisasikan dan meningkatkan swadaya serta mendorong kreativitas
masyarakat yang merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka organisasi kemasyarakatan diupayakan
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berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

Untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara serta
organisasi kemasyarakatan itu sendiri perlu diadakan sanksi berupa tindakan pembekuan
Pengurus organisasi yang bersangkutan. Pembekuan dimaksud merupakan langkah
pertama agar tindakan yang merugikan tersebut tidak berkelanjutan.

Apabila tindakan tersebut masih berlanjut maka terhadap organisasi kemasyarakatan
tersebut dapat diambil tindakan pembubaran. Keputusan pembekuan dan pembubaran
diambil setelah mempertimbangkan semua segi dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu bagi organisasi kemasyarakatan yang
tidak mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam pasal Anggaran
Dasarnya, tidak menetapkan tujuan organisasi dan tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dapat dibubarkan setelah melalui proses
tertentu.

Bahkan organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan
faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, serta ideologi atau faham atau ajaran
lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala
bentuk dan perwujudannya langsung dibubarkan.

Organisasi kemasyarakatan yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-undang diberi
kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Perhimpunan yang bersifat kekerabatan yang mempunyai kegiatan, tujuan
yang bersifat sementara, serta yang keanggotaannya bersifat longgar,
misalnya arisan tidak termasuk pengertian organisasi kemasyarakatan.

Angka 3
Pemerintah Pusat adalah Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum
terhadap organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Tingkat | dan
Pemerintah Daerah Tingkat Il adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat | dan
Bupati/Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat Il saja tidak termasuk Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat | dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas


http://www.djpp.depkumham.go.id

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Apabila sifat kekhususan tersebut lebih dari satu, maka organic
kemasyarakatan yang bersangkutan harus menegaskan titik berat sifat
kekhususannya dalam tujuan yang dicantumkan Anggaran Dasar
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Warganegara asing yang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan harus
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 10
Cukupjelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan persetujuan Pemerintah Pusat adalah persetujuan
yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, atau Menteri/Pimpinan Lembaga
Non Departemen lainnya setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam
Negeri.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 14

Yang dimaksud dengan wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis adalah
suatu wadah yang dapat menghimpun organisasi kemasyarakatan yang sejenis,
tanpa menghilangkan identitas masing-masing organisasi, baik dalam bentuk
gabungan, perserikatan organisasi, atau perorangan yang mewakili unsur dari
organisasi-organisasi yang bergabung, seperti antara lain KOWANI, KNPI, HKTI.
Berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis
sebagaimana dimaksud di atas adalah untuk memudahkan Pemerintah dalam
rangka, pemberian bimbingan, perlindungan, dan dorongan tanpa mengurangi
kemandirian organisasi yang bersangkutan.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.0
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Nama : MUIZZUDDIN

NIM : 0510110124
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rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam
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